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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mutu, keahlian, kemampuan dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas. Salah satu upaya untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian dan keterampilan pegawa adalah melalui pendidikan dan
pelatihan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat
meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
bagaimana efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja
pegawa di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang serta untuk
mengidentifikas faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pendidikan
dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang.

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melal ui
wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dan dianaisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa pendidikan dan pelatihan dapat dikatakan efektif dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
Dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, banyak pegawai yang sudah
mengalami perubahan, baik itu perubahan dalam perilaku ataupun perubahan juga
sikap di tempat kerjanya. Hal ini terjadi karena setelah mengikuti pendidikan dan
pelatihan tersebut, terjadi peningkatan kompetensi baik dari segi pengetahuan,
keterampilan serta sikap dan perilaku peserta diklat secara umum telah menjadi
lebih baik, selain itu kesadaran dalam diri PNS untuk menyel esaikan pekerjaannya
jauh lebih baik dan kinerjanya meningkat dari sebelum mengikuti diklat. Akan
tetapi masih ada faktor yang menjadi penghambat yaitu terbatasnya anggaran
pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maang
sehingga belum semua pegawai bisa mengikuti diklat.
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SUMMARY

Dhita Ayu Meitaningrum, 2013T he Effectivity of Education and Training in
Improving the Performance of Employee (Studies on Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang), Dr. Imam Hardjanto, MAP, Drs. Siswidiyanto,
MS, 136 Page + x

Based on Goverment Regulations Number 101 Year 2800ut
Education and Training of Civil Servants’ Positi@iyil Servants are expected to
improve the knowledge, quality, expertise, abilbitgd skills in performing the
tasks. One of the efforts to improve the knowledegppertise and skills of the
employee is through education and training. Thecation and training is
expected to improve the perfomance of employe®mpieting the work.

The purpose of this research is to describe andyamaiow is the
effectivity of education and training in improvinige performance of employee in
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang andt@lstentify the factors
that support and hinder the effectivity of educatsmd training in improving the
performance of employee in Badan Kepegawaian Daéasalipaten Malang.

The result of this research is taken from the ctib® of the data which
have been obtained from interviews and documemtatieen the data is processed
and analyzed by using a qualitatayeproach..

Based on the results of the research that hasdwee) it can be concluded
that the education and training can be said toffeeteve in order to improve the
performance of employee in Badan Kepegawaian DaBmtupaten Malang.
With the implementation of education and trainingany employees has
experienced a change, whether it is a change iavi@hor in attitude at the
workplace. This is because after following the edion and training, there was
an improvement of competence in terms of knowledgélls, attitude and
behavior of the participants generally had beetehebeside that the awareness
within the Civil Servants to complete their job ameuch better and their
performance are more better than before attendiiedgraining. But still, there is a
factor that become a barrier, that is limited budgfeeducation and training in
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang so thailinof the employees
can attend the training.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas kemampuan sumber daya maseisien merupakan
perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 194petayamalan Pancasila,
juga merupakan tuntutan yang tumbuh bersama dengarkembangan
pembangunan yang semakin cepat. Perkembangani gpade akhir-akhir ini,
kita sedang berada pada situasi yang penuh dergjalalg turbulence) dimana
perubahan sering kali mendasar dan tidak dapagdidebelumnya. Menghadapi
situasi seperti itu, upaya yang diperlukan tidakyleaterbatas pada kemampuan
untuk beradaptasi sesaat, akan tetapi kemampuankel@auan untuk selalu
menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tesgadira berkesinambungan.
Dalam mengantisipasi gejolak dan ketidakpastiarceftainly), maka kalangan
birokrasi pemerintah sebagai penyedia jasa laygmalik dihadapkan pada
situasi dimana mereka harus siap untuk bekerjaadtekgmpetensi dan wawasan
yang baru.

Birokrasi kontemporer kini dihadapkan pada suantangan lingkungan
yang hanya diatasi, apabila Instutusi Pemerintah tgrus belajar untuk
mengembangkan wawasan pelayanan masyarakat yamgléarbekerja dengan
memanfaatkan kompetensi yang dibutuhkan dan dagmhamfaatkan semua
keunggulan kompetensi itu secara optimal. Tetapy&man menunjukkan bahwa

hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan.



Strategi yang tepat apabila lembaga/institusi - sterumampu
mengembangkan kemampuan untuk memahami kompeteasi lyang
dibutuhkan, dimana kompetensi itu dapat diperolbhgaimana mengakses
informasi yang dibutuhkan dengan mudah, murah daktwyang singkat dan
tepat serta mampu untuk menyiapkan lembaga/insyiargy dapat menyerap dan
memanfaatkan kompetensi dengan efektif dan efididriuk kepentingan itu,
lembagalinstitusi perlu melakukan upaya-upaya katagkah-langkah strategis.

Pada era reformasi yang terus berlangsung, dengdutan perubahan
yang mendasar pada aspek-aspek ekonomi, politik hddem, hal ini akan
berdampak pada tekanan dan pengawasan masyanagstiig tergantung pada
penyelenggaraan pemerintahan, maka peran sumbendaysia pada masa kini,
menjadi penentu bagi keberhasilan sebuah aktiyaag dilakukan dalam suatu
lembaga organisasi, baik instansi pemerintah, Baddisaha Milik Negara, atau
perusahaan-perusahaan swasta, maka sangat diperipémeliharaan dan
pengembangan sumber daya manusia sebagai asetlpEnsMengingat sangat
pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunka pealu ditingkatkan
kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sebagainertuang dalam Undang-
Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembanglaragka Panjang
2005-2025:

“Pembangunan sumber daya manusia memiliki perag gangat penting

dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju damdimaehingga

mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam kattarppembangunan
sumber daya manusia diarahkan pada peningkatartasualmber daya

manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengamngkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).”



Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pgyuban aparatur
negara sangatlah dibutuhkan. Hal ini disebabkanwhalsalah satu unsur
penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintarapambangunan nasional
terutama terletak pada kesempurnaan aparatur negardebih khusus lagi ialah
pegawai negeri sipil yang merupakan unsur terbelséam aparatur negara.
Pegawai negeri sipil disamping dituntut dan dibkrhdalam segi kuantitasnya
yang mencukupi juga tidak kalah penting yaitu dagalitas yang ditunjukkan
dengan peningkatan kinerja dalam menjalankan tagastanggung jawabnya.
Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang-UndangMNéBnTahun 1999,
yang antara lain menyatakan:

“‘Bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemermtaldan

pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempuaparatur

negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, datargka mencapai
tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan makgamadani yang
taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makadiidan bermoral
tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakasuumparatur negara
yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harayeieaggarakan
pelayanan secara adil dan merata kepada masyatekgan dilandasi

kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Uhbetagng Dasar
1945

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pemerintah blksodh menciptakan
aparatur negara yang efektif, efisien, bersih damwibawa, mempunyai
pengabdian terhadap masyarakat, disiplin kerjangglai mampu mencapai kinerja
yang memadai di dalam menjamin kelancaran penygéagn pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan.

Pegawai negeri dalam organisasi sampai saat kudimemegang

peranan yang sangat penting dalam keberhasilan apand¢ujuan organisasi.



Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1€©88ng Pokok-

Pokok Kepegawaian pasal 3 dikatakan: “Pegawai ndggkedudukan sebagai
unsur aparatur negara yang bertugas untuk membendeddayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan taedalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintah dan pembangunan”.

Dengan demikian, pegawai negeri sebagai abdi masyadituntut untuk
selalu melayani kepentingan masyarakat sesuai derggudukan dan fungsinya
sebagai aparatur negara. Ini berarti bahwa sebpeaiikir, perencana dan
pelaksana pembangunan, pegawai negeri harus mamplaksanakan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat dalam pps®bangunan yang telah
ditetapkan pemerintah dan terampil menyusun rencana

Pegawai Negeri Sipil dituntut pula untuk melakd@ama tugas dengan
penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap PancasildJddang-Undang Dasar
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Petakrisehingga dapat
memusatkan perhatian, pikiran dan mengarahkan dal@n tenaga
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangeactana berdaya guna
dan berhasil guna.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur utama sumbga dnanusia,
aparatur negara yang mempunyai peranan untuk me@entkeberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapak Pegawai Negeri
Sipil yang diharapkan dalam upaya perjuangan mexndapan nasional adalah
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi denyh kesetiaan dan ketaatan

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945aiamotal, bermental baik,



profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebamgair laparatur negara, abdi
masyarakat, serta mampu menjadi perekat persatrakesatuan bangsa.
Adanya kebijakan Pemerintah  mengenai desentralisdengan
pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang-Undaomd 22 Tahun 1999
yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang NoB®iTahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah lagi dalamdang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Hdran Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PembBantaDaerah,
memberikan kesempatan yang nyata bagi adanya penuldalam mekanisme
hubungan antara pusat dan daerah. Sesuai dengeitsa®an otonomi daerah
khususnya pemerintah kabupaten dan kota, salah aspgek yang banyak
dicermati adalah penyelenggaraan tugas pemerintapambangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah ditunttitk umenyelenggarakan
pemerintahan yang baik dan berkualitas, terutant@rdaneningkatkan sumber
daya aparatur pemerintah.
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republikésia Nomor 101
Tahun 2000, yang antara lain menyatakan:
“Bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia apayahg memiliki
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutdepionalisme, sikap
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsaedama, semangat
kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawagamap@egeri sipil
melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang nedap bagian tidak

terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeril si@cara
menyeluruh”.



Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan daatip@h menjadi
sangat penting karena pada hakikatnya pendidikanpeatihan mengacu pada
pencapaian tujuan secara berdaya guna dan beghaail

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjdoih Idermakna
apabila dipandang dari tujuan pendidikan dan gelati Tujuan pendidikan dan
pelatihan adalah untuk meningkatkan pengabdianunkdahlian, kemampuan
dan keterampilan yang diuraikan lebih lanjut olelussinef (1992:170) yang
mengutip dari Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999yeeutkan Tujuan
Pendidikan dan Pelatihan adalah:

1. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, keteranpil
2. Menciptakan adanya pola pikir yang sama
3. Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yanly bebk,

dan
4. Membina karier pegawai negeri sipil

Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian integnalkeé®ijakan personil
dalam rangka pembinaan pegawai disamping sebaganssgpembinaan yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, jugak memantapkan sikap
mental pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakainuntuk menyesuaikan
antara tanggung jawab dan pekerjaan dengan kemampeterampilan dan
kecakapan serta keahlian dari pegawai. Kebijaksapnaganisasi pada umumya
menyarankan agar setiap pegawai diberi kesempatamnk umelanjutkan
pendidikan dan pengembangan kepribadian, sehingg@atdmeningkatkan
pengetahuan serta keterampilan yang pada akhirngepon meningkatkan
kinerja. Pegawai baru dengan jabatan tertentupggawai lama yang ditugaskan

menduduki jabatan baru walaupun telah memiliki jpdikeln, namun belum tentu



mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baikseledib itu organisasi perlu
memberi perhatian terhadap program pendidikan é&tipan bagi pegawai guna
meningkatkan kinerja pegawai tersebut. Pengembasgarber daya manusia
(pegawai) di instansi pemerintah dilaksanakan melaberbagai macam
pendidikan dan pelatihan, seperti Pendidikan ddatiRan (Diklat) struktural,

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional damdddikan dan Pelatihan
(Diklat) teknis.

Namun dalam pelaksanaannya diklat ini terdapat &erkendala baik
secara langsung maupun tidak langsung yang dapaicmeroses pelaksanaan
diklat yang memiliki mutu rendah. Hal ini bisa Hgit dari permasalahan :

Banyak faktor yang mungkin menjadi halangan untevojudkan program

pendidikan dan pelatihan teknis yang berkualitas1 dzerkelanjutan

diantaranya adalah relatif rendahnya pengetahuagaws@ mengenai

perubahan, minimnya sarana dan prasarana yangliterdeelum semua
pegawai memanfaatkan teknologi informasi secaremalht mahalnya biaya
yang harus disediakan, dan sebagainya. Kendalaakeridrsebut secara
langsung tidak akan dapat memicu munculnya proséskganaan diklat
yang memiliki mutu rendah, sehingga mengakibatkhirmya alumni diklat

tanpa mutu. (Riawan Tjandra,dkk. 2005).

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang salaliusasinya yaitu
melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) wagaMaka badan diklat
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepegeav bidang kediklatan
aparatur meliputi pengumpulan bahan dan menyeleakga Diklat Prajabatan,
Diklat Dalam Jabatan serta melaksanakan tugas yi#mgrikan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daerah. Sebagai salah satu uymedaksana di Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, badan dikéahpanyai tugas pokok

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyeleaggaadidikan dan pelatihan



serta pengembangan kualitas pegawai. Untuk melakaartugas tersebut, badan
diklat dibantu Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bi®amyelenggaraan.

Untuk melaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan d&pe&ian Daerah
Kabupaten Malang, diperlukan sumber daya manusiag Vaerkualitas dan
profesional dalam bidangnya sehingga mampu melaksantugas pelayanan
internal bidang kepegawaian di Badan Kepegawaiabupaten Malang yang
pada gilirannya diharapkan dapat memberikan petayamprima kepada
masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan sumber dagausia Badan
Kepegawaian Daerah harus ditingkatkan melalui Rigkalh dan Pelatihan
Jabatan Struktural, Pendidikan dan Pelatihan Telstigdi banding, seminar,
diskusi atau kegiatan lain yang relevan denganngidagasnya. Hal ini dapat
dilakukan apabila didukung dengan anggaran yangurukerta sarana dan
prasarana pendukung yang memadai.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah ginman
pegawainya untuk mengikuti diklat di Badan Diklaallupaten Malang. Untuk
menilai pelaksanaan kegiatan diklat tersebut maledatan evaluasi atau
penilaian. Selama ini evaluasi untuk melihat sejendna program diklat yang
dilakukan oleh Badan Diklat Badan Kepegawaian Dadfabupaten Malang
adalah dengan monitoring dan evaluasi alumni dikdtgri sini bisa dilihat
kesesesuaian antara program diklat dengan kebufugawai. Dengan adanya
monitoring dan evaluasi diklat ini bisa dilihat kfigitas pelaksanaan diklat dalam

meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaiagr&h Kabupaten Malang.



Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa patean pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai sangat penting dalam meatkgh kinerja. Namun pada
kenyataannya para pegawai di instansi ini belumsma menggunakan waktu.
Terlihat dari kehadiran setiap orangnya, bahweaagetiari para pegawai belum
sepenuhnya hadir atau masuk kantor pada waktutesatyditetapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga petartisrik untuk
mengambil judul'Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daela Kabupaten

Malang).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan t¢rdeatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini seHeegikut:

a. Bagaimanakah efektivitas pendidikan dan pelatinalard meningkatkan
kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kaeuagégalang?

b. Bagaimanakah evaluasi efektivitas pendidikan damatipan dalam
meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaiaar@h Kabupaten
Malang?

c. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menighitaefektivitas
pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinpggawai di Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa efiggi pendidikan
dan pelatihan dalam meningkatkan - kinerja —pegawai Bhdan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

b. Menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa esialafektivitas
pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kingggawai di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

c. Menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa fé#koor yang
mendukung dan menghambat efektivitas pendidikanpdgetinan dalam
meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaiaer&h Kabupaten

Malang.

D. Kontribusi Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat dipelolenanfaat sebagai

berikut:

1. Kontribusi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikamtkbusi bagi
dunia akademik untuk mengembangkan pengetahuarusinyes yang

berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan PegaageNSipil.



11

2. Kontribusi Praktis
a. Bagi masyarakat sebagai media pengetahuan mengenéngnya
Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat meningkatkaerja
pegawai.
b. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahlpgertimbangan
dan masukan dalam meningkatkan kinerja khususngh &adan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang digunakan dalam panelni bertujuan
memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi daripsk yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemuakakentang alasan
yang melatar belakangi penelitian, perumusan miasgdag merupakan
masalah yang timbul dan akan dicari jawabannyaatujpenelitian yang
menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam Ig&re kontribusi
penelitian merupakan pernyataan tentang kontribasil penelitian secara

spesifik.
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis mengemukakan secaras gagsar teoritis yang
menjadi dasar bagi penulis dalam memberikaerraltif solusi atas
segala permasalahan.  yang ada. Dalam hal ini emangnasalah
Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Menitigka Kinerja

Pegawai.

BAB Ill: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menguraikan bagaimana péarelitakan
dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus piéae yaitu masalah
yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sundega yaitu orang yang
terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan dgd#u cara-cara yang
akan digunakan untuk mengumpulkan data yang digenluinstrumen
penelitian yang menerangkan alat yang akan digumdkéam menggali

dan menganalisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang data-gaag diperoleh
selama penelitian berlangsung sesuai dengan fodmelipan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentgambaran umum
Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga dimuat pemsamauntuk
membahas hasil penelitian berdasarkan teori-tearigyberhubungan

dengan apa yang diteliti.
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BAB V: PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpdlaraikan secara garis
besar dari hasil pemabahasan dan hasil selamatmemebedangkan saran
merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan dabijaksanaan-

kebijaksanaan yang akan datang.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daer ah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, juga patda
keseragaman bentuk Pemerintahan Daerah di Indormska untuk daerah
propinsi maupun untuk daerah kabupaten dan kotmefetah Daerah sebagai
organ pelaksanaan pemerintah daerah selalu tepatdangan mencakup DPRD
(council) dan Kepala Daerafmayor). Akan tetapi pada Undang-Undang tersebut
pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi keedeati dan perangkat daerah,
DPRD sebagai badan eksekutif daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tgrifamerintahan
Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah agelayelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memsas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dadéem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslamd&ndang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Untemtang No. 32 Tahun
2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah yaitu:

a. Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah DaBrapinsi dan DPRD

Propinsi;

b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdirs &amerintahan

Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

14
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Daerah Propinsi bukan merupakan pemerintah atassn dherah
kabupaten dan kota sehingga tidak ada hubungaarkieDaerah kabupaten dan
daerah kota mencerminkan asas desentralisasi dadatadalam wujud otonomi
yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Oleh karémapélaksanaan asas
dekonsentrasi hanya diletakkan di daerah propeisagai wilayah administrasi,
kini di daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayadministrasi. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daeramatm Bahkan berbagai
kawasan khusus yang selama ini dibina oleh penaéripusat atau pihak lain
yang sebagai pencerminan asas delegasi atau @disastrfungsional seperti
badan otorita, kawasan industri, kawasan perkehukawasan pertambangan,
kawasan pariwisata dan semacamnya ini berlaku tketenperaturan daerah
otonom.

Pembentukan Daerah Otonomi melalui Desentraligzia hakikatnya
adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam petaban. Desentralisasi
dapat menciptakan integrasi bangsa. Otonomi dasedigagai salah satu bentuk
“desentralisasi” pemerintahan pada hakikatnya wukap untuk memenuhi
kepentingan bangsa keseluruhan, yaitu upaya urgbkh Imendekati tujuan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujucika-cita masyarakat
yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil danmak pemberian, pelimpahan,
dan penyerahan tugas-tugas kepada daerah.

Pembentukan daerah otonom dilakukan berdasarkanimpangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budayalah penduduk, luas

wilayah dan pertimbangan lainnya. Pembentukan daeama daerah, batas, dan
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ibukota ditetapkan dengan undang-undang. Peruladias tidak mengakibatkan
penghapusan suatu daerah, perubahan nama daet@tpeserbahan nama dan
pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan PanaRaerah.

Dalam menjalankan urusan otonomi, daerah memitki tlan kewajiban.
Hak daerah Otonomi adalah mengatur dan mengurusiirsgemerintahannya;
memilih  pemimpin daerah; mengelola aparatur daerabngelola kekayaan
daerah; memungut pajak dan retribusi daerah; meutki@ap bagi hasil dari
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya wamwyé yang berada di
daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapataralagnsgh; dan mendapatkan
hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-ugala yang sah. Sementara itu
kewajiban daerah otonom diantaranya melindungi aragat; menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional; serttullan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupesyarakat; meningkatkan
kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan peasarameningkatkan dasar
pelayanan pendidikan; menyediakan fasilitas kesehamnenyediakan fasilitas
umum dan fasilitas sosial yang layak; mengembangisiem jaminan sosial;
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; meaggkam sumber daya
produktif daerah; melestarikan lingkungan hidup; ngedola administrasi
kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; besituk dan menetapkan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan kevesmgag dan kewajiban lain

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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2. Dasar Hukum Penyelenggar aan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokiddis mampu
melayani kepentingan setiap masyarakat yang jadlpdsat pemerintahan, maka
perlu dibentuk suatu pemerintahan yang otonom. Dasabentukan Pemerintah
Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Da84s pada pasal 8 yang
berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daesar dan kecil dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan ghidfadang, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratam dédéem pemerintahan
negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daenghbgasifat istimewa”.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 meruplakatasan yang
kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan kewemayang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tpriiadeim Ketetapan MPR
RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otdridagerah, Pengaturan
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Dana Nasiongl henkeadilan serta
Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Ndgssatuan Republik
Indonesia. Adanya Peraturan Perundang-Undangaanggrifemerintah Daerah
menunjukkan bahwa sistem Pemerintahan Daerah dhasia sangat labil, hal ini
akan meyulitkan bagi aparatur di daerah dalam neerjan pemerintahan di
daerahnya.

a. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang digdpedoman dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sdieaiit:
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. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan denganperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta patanskeanekaragaman
daerah;

. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otol@si nyata dan
bertanggung jawab;

. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utulaklieet pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedang pada daeralgiraperupakan
otonomi yang terbatas;

. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengariitginsiegara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi ansat dan daerah serta
antardaerah;

. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kixmaan daerah
otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dartidek ada lagi
daerah admnistrasi;

. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan grerdan fungsi
badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi,gsinpengawasan maupun
fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintaahgae

. 'Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerapingr dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk aksanakan
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkanad@pgubernur
sebagai wakil pemerintah;

. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkak kidaya dari

pemerintah pusat kepada daerah tetapi juga daremetah pusat dan



19

daerah kepada desa yang disertai dengan pembiaysaana dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiedaporkan

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yangasiain.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2005:10), “Manajemen sumber dagausia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tekega agar efektif dan
efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaaryaiean dan masyarakat.”
Sedangkan menurut Simamora (1995:4) menyebutkanebah

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagwpesgembangan,
penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaalvida anggota
organisasi atau kelompok karyawan, juga menyanghesain dan
implementasi sistem perencanaan, penyusunan kamygveagembangan
karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kengasi karyawan dan
hubungan ketenagakerjaan yang baik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan manajemember daya
manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisgsengkoordinasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaarmbamgan, pemberian
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan geamstenaga kerja dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia berkaitan erat depgagelolaan

individu-individu yang terlibat dalam organisasehingga setiap individu ini

dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tupnganisasi.
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Fungs Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut: Hasibuan (2005:21) fungsi manajemen sunuaga manusia

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengargtengendalian, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, - pengintegrasian, pemagihakedisiplinan, dan

pemberhentian:

1.

Perencanaan

Perencanaanh(man resources planning) adalah merencanakan tenaga
kerja secara efektif serta efisien agar sesuaiateRgbutuhan perusahaan
dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaarkuéida dengan
menetapkan program kepegawaian meliputi pengm@sian,
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembargenpensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, danmbpeehentian
karyawan. Program kepegawaian yang baik akan memnliarcapainya
tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorgagisamua karyawan
dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan ketgdegasi
wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagaanmgsi. Organisasi
hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dermgganisasi yang
baik akan membantu terwujudnya tujuan secara &fekti

Pengarahan

Pengarahan d{recting) adalah kegiatan yang mengarahkan semua
karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja sefeki#f serta efisien
dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, \ikanya dan
masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengamugaskan
bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik
Pengendalian

Pengendalian cpntrolling) adalah kegiatan mengendalikan semua
karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perasaten bekerja sesuai
dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangankatalahan, diadakan
tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. irdaigen karyawan
meliputi - kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjans, pelaksanaan
pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan

Pengadaan

Pengadaanpfocurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawamgysesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akanamemérwujudnya
tujuan.

Pengembangan

Pengembangandévelopment) adalah proses peningkatan keterampilan
teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawaratoe pendidikan dan
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pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikarus sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.

7. Kompensasi
Kompensasi dfompensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan
tidak langsung, uang atau barang kepada karyawzagaeimbalan jasa
yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompeadgatah adil dan
layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kegamayak diartikan dapat
memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman adas upah
minimum pemerintah dan berdasarkan internal dateeia perusahaan.

8. Pengintegrasian
Pengintegrasian irftegration) adalah kegiatan untuk mempersatukan
kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawanteaggta keja sama
yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaampengeh laba,
karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekenya.
Pengintegrasian merupakan hal yang penting dam dalam MSDM,
karena mempersatukan dua kepentingan yang beflislakang.

9. Pemeliharaan
Pemeliharaan ngaintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau
meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitagykavan, agar mereka
tetap amu bekerja sama sampai pensiun. Pemelihayaag baik
dilakukan dengan program kesejahteraan yang bekdasakebutuhan
sebagian besar karyawan serta berpedoman kepadaaintdan eksternal
konsistensi.

10.Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpentidgn kunci
terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang ikt terwujud tujuan
yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dasaklaran untuk
mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan namaarsosial.

11.Pemberhentian
Pemberhentianséparation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang
dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebablem keinginan
karyawan, keingingan perusahaan, kontrak kerjaabérk pensiun, dan
sebab-sebab lainnya.

Fungsi manajemen dalam suatu instansi atau organibarbeda
dikarenakan kompleksnya organisasi serta jumlahyg@ag banyak, maupun
karena perkembangan lapangan usaha dan organisag Pperbeda-beda.
Prakteknya pembagian fungsi manajemen dalam suganigasi, yang paling
penting adalah untuk mengetahui aktivitas-aktiviigasg harus dilakukan dalam

melaksanakan fungsi tersebut.
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3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan manajemgawe Negeri Sipil
sangat tergantung pada sumber daya Pegawai Nagérikdrena sumber daya
Pegawai Negeri - Sipil merupakan aparatur. - daerah yanglaksanakan
pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangkal@eggaraan otonomi
daerah. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri $igihm organisasi
pemerintahan sangat menentukan keberhasilan Pegsdegeri Sipil, karena
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung Petaban Daerah dalam
pembangunan. Kesempurnaan aparatur negara padadpadmya tergantung
pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Met8orahun 1999
Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ManajemegawRe Negeri Sipil
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas neEatgan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil goebdgaimana diketahui
bahwa sepanjang sejarah kedudukan dan peranan &lejageri Sipil adalah
sangat penting untuk memberikan pelayanan kepadayarekat secara
profesional, jujur, adil dan merata. Untuk mewujakhal tersebut diperlukan
penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipilajdaren Pegawai Negeri
Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk mentkgkaefisiensi, efektifitas
dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tufiasysi dan kewajiban
kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaamgembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan pdarberhentian Pegawai

Negeri Sipil.
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Menurut Nawawi (2000:55) ada beberapa faktor yaegtipg dalam
pembinaan  yaitu motivasi, pendidikan dan pelatihakepemimpinan,

kesejahteraan, dan penegakan disiplin melalui hakum

C. Konsep Dasar Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas

Dalam rangka untuk memperbaiki serta pencapaiamnsgsi secara
efektif dan efisien, diperlukan suatu rencana paoygraktivitas dalam bentuk
pelatihan dan pengembangan yang mempunyai tuju&ir akengemukakan
muatan pelatihan dengan perilaku kerja yang dike&ldn atau dapat juga
dikatakan bahwa pelatihan dan pengembangan suralgarrdanusia merupakan
Investasi organisasi yang sangat besar dan penting.

Menurut Richard M. Steers (1980:1), efektivitas ydverasal dari kata
efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektikaji suatu pekerjaan dapat
menghasilkan satu unit keluaran (output). Menuaridapat Mahmudi (2005:92)
mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efelkhs merupakan hubungan
antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangatgut
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efekgnisasi, program atau
kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwéktiefes mempunyai
hubungan timbal balik antareutput dengan tujuan. Semakin besar kontribusi
output, maka semakin efektif suatu program atau kegidhektivitas berfokus
padaoutcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efelpabilaoutput
yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang dihama@tauwikatakanspending

wisely.
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Menurut Gibson (1997:27), Efektivitas adalah “Pgragan sasaran yang
telah disepakati atas usaha bersama, tingkat paiacapasaran itu menunjukkan
tingkat efektivitas”. Pendapat Gibson di atas menunjukkan bahwa efegivit
ditunjukkan kepada derajat atau tingkat suatu asgandalam mencapai tujuan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ldaifjut Steers (1980:5)
memandang efektivitas adalah “Kapasitas suatu @gsiruntuk memperoleh dan
memanfaatkan sumber daya yang berharga dengandsépaingkin dalam
mengejar tujuan operasional.”

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa eftdi hanya dapat
tercapai apabila seseorang berhasil melaksanakieerjp@nnya sesuai dengan
yang diharapkan. Jadi efektivitas pelaksanaan ldigiai telah ditekankan pada
keberhasilan seorang pegawai dalam melaksanakaas tygng dibebankan
kepadanya.

Sehubungan dengan efektivitas, Etzioni dalam Ste€t880:5)
mengemukakan tentang kelebihan utama dalam meaifkektivitas adalah:
“Bahwa sukses suatu organisasi diukur menurut ntbksganisasi dan menurut
pertimbangan nilai apa yang seharusnya dilakukah ofganisasi’. Efektivitas
dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisatik umemperoleh dan
memanfaatkan sumber daya yang langka dan berhacgaassepandai mungkin
dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan opeahsja.

Menyadari untuk mencapai tujuan organisasi, hakga dercapai melalui
kegiatan-kegiatan operasional, inilah  yang menl@gok pada mekanisme

pelaksanaannya yang merupakan kriteria dalam mesilatu organisasi itu
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berhasil atau tidak. Maka disini yang dipakai dalg@nulisan ini adalah
efektivitas yang dipandang dari tingkat yang palo@sar yaitu dari tingkat
individu, karena pelaksanaan kegiatan operasiongdnisasi tergantung pada
masing-masing individu yang bekerja dalam organisdalam hal ini yang
dimaksud adalah pegawai itu sendiri.

2. Efektivitas Pelatihan

Belum adanya definisi yang pasti tentang efektvithsebabkan karena
setiap orang memberi arti berbeda-beda. Rumusag parbeda-beda tersebut
disebabkan karena arti dari efektivitas tergantdag sudut mana para ahli
mendefinisikannya. Pandangan para ahli yang betbeda tersebut memiliki
suatu kesamaan, yang merumuskan efektifitas menggnadarti sebagai
kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran gkigditetapkan.

Menurut Faustini Cardoso Gomes (2000:209), untukgukur efektivitas
suatu program pelatihan dapat dievaluasi berdasarkarmasi yang diperoleh
pada lima tingkatan:

1. Reactions, yaitu untuk mengetahui opini dari para pesertagaaai
program pelatihan, dengan menggunakan kuesioneda pakhir
pelatihan para peserta ditanya mengenai seberapan@reka puas
terhadap pelatihan secara keseluruhan, terhadagtingelstruktur,
materi yang disampaikan, isinya, bahan-bahan yasedidkan, dan
lingkungan pelatihan (ruangan, waktu istirahat, ama, suhu udara).

2. Learning, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para peserta
menguasai  kensep-konsep, pengetahuan dan  keteaampil
keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Bigsadilakukan
dengan mengadakan test tertulis (essay atau neultpbice), test
performansi dan latihan-latihan simulasi.

3. Behaviors, menilai dari para peserta sebelum dan sesudaitifzed,
dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat penggrelatihan
terhadap perubahan performansi mereka.

4. Organizational result, yaitu utuk menguji dampak pelatihan terhadap
kelompok kerja atau organisasi secara keselurutiata bisa
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dikumpulkan sebelum dan sesudah pelatihan atasr da#aria
produktivitas, pergantian, absen, kecelakaan-kkaalg keluhan-
keluhan, perbaikan kualitas, kepuasan klien dangejainnya.

5. Cost effectivity, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang
dihabiskan bagi program pelatihan, dan apakah igsdiaya untuk
pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dilmeykan biaya yang
timbul dari permasalahan yang dialami oleh orgaisa

Selanjutnya menurut Tamim dan Hermansjah (2003kteitas diklat
dapat terlihat antara lain dari:

1. Terlaksananya seluruh program diklat sesuai dengdwal waktu

yang telah ditetapkan.

2. Rapinya penyelenggaraan seluruh kegiatan diklaabalisiplin kerja,
dedikasi dan kemampuan para penyelenggara.

3. Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasaragéasssedia.

4. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bagigrodiklat.

Dari penjelasan di atas, semuanya bermuara kemalala pelaksanaan
evaluasi pasca diklat dilakukan oleh penyelenggdikdat atau tidak? Bagi
pengelola diklat yang diawalnya berkomitmen untwkmberikan pelayanan yang
baik, tentunya akan selalu konsisten melakukannya.

Efektivitas dipandang tiga perspektif, menurut Giib1988:28), sebagai
berikut: (1) efektivitas dari perspektif individ§2) efektivitas dari perspektif
kelompok; dan (3) efektivitas dari perspektif ongasi. Hal ini mengandung arti
bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yang nmmakan satu kesatuan yang
saling melengkapi. Dimana efektivitas perspektdiiiidu berada pada tingkat
awal untuk menuju efektif kelompok maupun efektdanisasi.

Dari beberapa pengertian di atas efektivitas meshgagn arti berorientasi
kepada hasil (tujuan) dan juga berorientasi kejpadses (kemampuan organisasi

untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya). udam penerapannya

kepada suatu pelatihan yang efektif adalah kemampomganisasi dalam
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melaksanakan program-programnya yang telah diretkean secara sistematis
dalam upaya mencapai hasil atau tujuan yang tefatapkan.

Sesuai dengan makna efektivitas tersebut di atdsa malatihan yang
efektif merupakan pelatihan yang berorientasi pgodanana organisasi tersebut
dapat melaksanakan program-program yang sisteoratigk mencapai tujuan dan
hasil yang dicita-citakan. Sehingga pelatihan éfeipabila pelatihan tersebut
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang meingkmampuannya,
keterampilan dan perubahan sikap yang lebih mandiri

Keefektifan pelatihan akan mempengaruhi kualitagei@ sumber daya
manusia (SDM) yang dihasilkannya. Sehingga efdlddknya pelatihan dilihat
dari dampak pelatihan bagi organisasi untuk mendapsnnya. Hal ini selaras
dengan Henry Simamora (1987:320) yang mengukurtiefisls diklat dapat
dilihat dari 1) reaksi-reaksi bagaimana perasaatispgan terhadap program; 2)
belajar-pengetahuan, keahlian dan sikap-sikap ylperoleh sebagai hasil dari
penelitian; 3) perilaku perubahan-perubahan yarjgdiepada pekerjaan sebagai
akibat dari pekerjaan; 4) hasil-hasil dampak pletati pada keseluruhan yaitu
efektifitas organisasi atau pencapaian pada tujuan organisasional.

Merujuk pada pendapat Veitzal dan Henry Simamorangdn
memperhatikan kriteria efektivitas evaluasi makdama penelitian ini akan
diperluas dengan penerapan pelatihan. Selanjutnyeri& efektivitas evaluasi
tersebut dijadikan dimensi untuk mengukur tingkeahgrapan hasil penelitian
pada suatu lembaga. Dimensi-dimensi tersebut adalmhensi pengetahuan,

dimensi perilaku dan dimensi hasil.
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Sikap mengandung tiga bagian (domain) yaagnitif, afektif dankonatif.
Myers (dalam Sarwono, 1999) memberikan istilah yamgdah diingat yaitu
Affective (perasaan),Behavior (perilaku) dan Cognitive (kesadaran) yang
disingkat ABC. Karena ketiga domain itu saling tetlerat, timbul teori bahwa
jika kita dapat mengetahui kognisi dan perasaaecsasg terhadap suatu objek
sikap tertentu, kita akan tahu pula kecenderungaitagunya. Dengan demikian,

kita dapat meramalkan perilaku dan sikap.

D. Pendidikan dan Pelatihan
1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan pegawai merupakan suatu jawabanuag@s! dan peran
serta Pegawai Negeri Sipil, baik sebagai penyelkeraggpemerintah maupun
pelaksana pembangunan dalam rangka mencapai tngsonal. Pengembangan
ini diharapkan dapat menjadi perubahan sikap peigamiaalnya meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan nlepgaksanaan tugas,
menambah motivasi pegawai, mendorong semangat kera disiplin kerja
pegawali.

Upaya pengembangan kualitas merupakan suatu kelmadelam suatu
organisasi untuk mencapai hasil yang maksimal dglelamksanaan pekerjaannya.
Permasalahan yang terjadi dalam struktur birokirdonesia adalah rendahnya
kualitas pegawai dan kurang memiliki daya saingamialmenghadapi era
globalisasi. Untuk mengatasi permasalahan kughieagmwai tersebut pada Pasal

31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang P&lakok Kepegawaian
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menentukan bahwa “Untuk mencapai daya guna danh dpasa yang sebesar-
besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraahdigen dan pelatihan
jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untwdningkatkan pengabdian,
mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Ta6806 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeii, Sigebutkan bahwa
“Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Neg@il $ang disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajam dalagka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. Pendidikan damtpeln kepegawaian juga
merupakan bagian dari sebuah sitem pembinaan Regmawai Negeri Sipil yang
bermakna pada pengembangan kepegawaian, oleh k#wenzenurut Pasal 3
menyebutkan bahwa “Sasaran pendidikan dan pelatibaialah untuk
mewujudkan pegawai yang memiliki kewenangan yarguaedengan jabatan
masing-masing.”

Menurut Musanef (1996:54) memberikan uraian tentaegdidikan dan
pelatihan pegawai yaitu :

“Pendidikan pegawai negeri adalah pendidikan yargkwukan untuk
meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampaa sesuai
dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaasglyagai pegawai
negeri. Sedangkan pengertian pelatihan pegawariredgah bagian dari
pendidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri unto&ningkatkan
pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengantannfoekerjaan
sebagai pegawai negeri dimana yang bersangkutmhttkan.”

Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS sebagaimanaldipkan oleh
Sudiman (2000:5) adalah penyelenggaraan prosegbaiangajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan PNS dalam melaksanakan faigatn. Sedangkan
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definisi pendidikan dan pelatihan menurut Notoatjpd@003:25) adalah upaya
untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutato& mengembangkan
kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Memang berat bahwa penekanan pelatihan untuk nmieathan
kemampuan melaksanakan tugas sekarang, sedangkdrik@n menekankan
peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru sk mepan. Mengenai
pendidikan dan latihan ini Edwin B. Flippo dalam &hir (1983:162)
memberikan penjelasan bahwa “Pelatihan berkaitamgade peningkatan
pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan pEketertentu dan
merupakan beban penting bagi organisasi di manerjeek itu berada”.

Menurut Moenir (1983:162) khusus mengenai latihata deberapa
pengertian yang diberikan oleh beberapa ilmuwanbidiang kepegawaian.
Pengertian-pengertian tersebut adalah:

1. Menurut Robert L. Manthis, “Latihan adalah suatasess belajar yang
menghendaki kemampuan konsep, sikap atau pengetalanaorang-
orang untuk membantu mereka mencapai tujuan.”

2. Menurut Michael J. Jucius, “Istilah latihan yangyuiiakan di sini
menunjukkan suatu proses peningkatan sikap, kemamptdan
kecakapan dari para pekerja untuk menyelenggargkekerjaan
khusus.”

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh bedeiamuwan
tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwaligéd@n bersifat teoritis dan
lebih banyak ditujukan terhadap usaha pembinaartahdan kejiwaan (sikap,
tingkah laku, kedewasaan berfikir, kepribadian)dasmgkan latihan bersifat

praktek  dan lebih banyak ditujukan terhadap ketegkakecakapan dan

keterampilan menggunakan anggota badan atau ajat ke
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Pendidikan dan pelatihan menurut Hadipoerwono (BI§2 dapat
dilakukan dengan cara antara lain:

Sekolah

Latihan

Kursus-kursus periodik

Ceramah-ceramah ilmiah

Pertemuan-pertemuan seperti seminar dan sebagainya

gER N =

Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan direncanb&etasarkan atas
penyidikan tugas-tugas dalam sesuatu bentuk ussthpj bukan hanya dari sudut
teknis saja pendidikan itu dilaksanakan tetapi daia sudut mental juga perlu
mendapatkan perhatian. Pada intinya meskipun telahgikuti kegiatan diatas
tetapi jika dari segi mentalitas rendah tentunyaimanembutuhkan pengawasan
yang lebih mendalam lagi.

Menurut AW Widjaja dalam Hartini dkk (2008:94) y;nperlu
diperhatikan di dalam usaha pendidikan dan pelatipggawai itu harus
mempunyai dua macam orientasi (pengaruh), yaitu:

1. Harus diarahkan bagi kepentingan organisargjafizational oriented)

2. Harus diarahkan bagi kepentingan pegayweispnal oriented)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tabB0f tentang
Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri, Sigenyebutkan jenis
pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan dari saditu penyelenggara yang
terdiri atas:

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan yang merupaksgarat

pengangkatan CPNS menjadi PNS.

2. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Diklatrdgkbatan menurut

jenisnya masih dibedakan lagi menjadi diklat kepepinan, diklat
fungsional, dan diklat teknis.
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Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Ndr@artahun 2000,

Diklat Prajabatan terdiri atas :

a. Diklat Prajabatan Golongan | untuk menjadi PNS @Ggém |I.
b. Diklat Prajabatan Golongan Il untuk menjadi PNSdaghan II.
c. Diklat Prajabatan Golongan Il untuk menjadi PNSdaagan Il1.

Sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan PeameNomor 101

tahun 2000, diklat dalam Jabatan terdiri atas :

1. Diklat

pimpinan (Diklatpim), dilaksanakan untuk noapai

persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur petakan yang
sesuai jenjang.
Diklatpim terdiri atas :

a.

b.

C.

d.

Diklatpim Tingkat |V adalah Diklatpim untuk Jabatan
Struktural Eselon IV.

Diklatpim Tingkat Il adalah Diklatpim untuk Jabata
Struktural Eselon I11.

Diklatpim Tingkat Il adalah Diklatpim untuk Jabat&truktural
Eselon Il

Diklatpim Tingkat | adalah Diklatpim untuk Jabat&truktural
Eselon I.

2. Diklat Fungsional, dilaksanakan untuk mencapaiyaed kompetensi
yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Emadsinasing-
masing.

3. Diklat Teknis, dilaksanakan untuk mencapai perdgar&ompetensi
teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasviFedéegeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, alasan pentingnya ssetalkn pendidikan dan

pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah karena semp&batnya perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengimbangas-tugas pemerintahan

dan pembangunan serta untuk lebih meningkatkanysedam prima kepada

masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil dituntut riiknkieterampilan, keahlian,

tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalanakshnaan tugas.
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2. Tujuan dan Sasaran Pendidikan dan Pelatihan
Sebelum membicarakan tentang tujuan pendidikan pEatihan ada
baiknya membicarakan bagaimanakah langkah-langkaih yyang harus diambil
sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan dan ggaaya tujuan pendidikan
dan pelatihan bisa terlaksana dengan baik, harumpematikan tentang
persiapan-persiapan dalam mengikuti pendidikanpadatinan seperti dijelaskan

oleh Martoyo (1994:57) seperti gambar I:

Penilaian dan Sasaran-sasaran » Ist PO
Identifikasi Latihan dan
Kebutuhan-Kebutuham Pengembangan

Prinsip-Prinsip

Belajar

Gambar 1: Langkah-langkah Pendahuluan Dalam Persiapan Pendidikan
dan Pelatihan
Sumber : Martoyo (1994:57)

Sering terjadi bahwa strategi organisasi dapat p&i@an kebutuhan
akan latihan. Sasaran-sasaran latihan dan pendididaagaimana dalam gambar
1 diatas mencerminkan perilaku dan kondisi yanggitikan dan berfungsi
sebagai standar-standar dengan nama prestasi ikeiygdual dan efektivitas
program dapat diukur dengan tepat dan sesuai denfaan pendidikan dan
pelatihan yang diharapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 200@amgrPendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menkabutahawa tujuan

pendidikan dan pelatihan adalah:
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1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilam sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesienghn dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuistamsi.

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagalbgiearu dan
perekat persatuan dan kesatuan.

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yangdmtasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikialach
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembanglemi
terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Menurut Moenir (1983:162) tujuan pendidikan darapbhn adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemamjoiadam
menjalankan tugas/pekerjaan baik pekerjaan lamapumabaru baik
dari segi peralatan maupun metode.

2. Menyalurkan keinginan pegawai untuk maju dari $&gnampuan dan
memberikan rasa bangga pada mereka.

Sasaran pendidikan dan pelatihan menurut Pera®eamerintah Nomor
101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihastakali>’egawai Negeri Sipil
adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi gyasesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing. Menurut Nitis®e(2000:54) ada beberapa
sasaran yang ingin dicapai dengan mengadakan pleandidan pelatihan, antara
lain sebagai berikut:

1. Salah satu sasaran yang diharapkan dapat dicapgaml@liklat adalah
agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cegatbdik. Dengan
melaksanakan petunjuk-petunjuk cara melaksanak&arjpan dalam
pelatihan diharapkan karyawan dapat menyelesaikakeraannya
secara lebih cepat dan lebih baik dari pada selmglam

2. Dengan pendidikan dan pelatihan para pegawai jugaarkian
bagaimana cara agar menghemat bahan baku penulgarngga bahan
pembantu kegiatan pekerjaan dengan baik.

3. Dalam pendidikan dan pelatihan juga diajarkan lragaa cara agar
penggunaan sarana dan prasarana kantor dengaadaaieralatan itu
juga tahan lama dan memperpanjang umur peralataemdiri.

4. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jugarkén bagaimana
menekan angka kecelakaan kerja dengan sekecihkacil

5. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat juga dikmribendidikan yang
dapat meningkatkan rasa tenggung jawab terhadagmwan, maka
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dalam pendidikan dan pelatihan ditekankan bahwé&uskeberhasilan
harus disertai rasa tangung jawab yang besar.

Tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan dapaksana jika ada
dukungan dari para penyelenggara serta unit kemjangotivasi dari para peserta
diklat itu sendiri. Pada prinsipnya, para pesetit&atiharus menyadari pentingnya
mengikuti diklat dengan benar karena kegunaan diimaksud dalam upaya
peningkatan kompetensi mereka, sehingga hasil garayapkan dapat maksimal
yang pada akhirnya akan memberikan dampak yangifpoagi PNS dimaksud
dalam memberikan pelayanan pada publik yang melaani sesuai dengan
kualitas yang mereka miliki dan kebutuhan publik.

3. Tahap-Tahap Pendidikan Dan Pelatihan

Langkah-langkah atau tahap-tahap yang perlu ditemplalam
pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah pendidiian pelatihan menurut
Siagian (2003:185) tersebut, yaitu:

a. Penentuan Kebutuhan
Analisis kebutuhan itu harus mampu mendiagnosagaledikit dua
hal, yaitu masalah-masalah yang dihadapi sekareany skbagai
tantangan baru yang diperkirakan akan timbul diaméepan. Kadang-
kadang perubahan dalam strategi organisasi dapatciptekan
kebutuhan pelatihan. Penentuan kebutuhan pendidikanpelatihan
harus mempertimbangkan setiap pegawai. Kebutuhammyagkin
ditentukan oleh bagian kepegawaian, pengawas, pémawai itu
sendiri. Bagian kepegawaian dapat menemukan kekmehantara
mereka yang dipromosikan.

b. Penentuan Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai itu dapat bersifatikelkrmkan tetapi dapat
pula menyangkut keperilakuan. Atau mungkin juga ueeduanya.
Berbagai sasaran harus dinyatakan sejelas dan glekbrmungkin,
baik bagi para pelatih maupun para peserta.

c. Penetapan Isi Program
Sifat atau program pelatihan ditentukan palingksedieh dua faktor,
yaitu hasil analisis penentuan kebutuhan dan sasgaag hendak
dicapai. Isi program ini mengajarkan keterampilarhudus,
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memberikan pengetahuan yang diperlukan, atau beausamperbaiki
sikap. Program harus memenuhi kebutuhan organtasi peserta
pendidikan dan pelatihan. Peserta pendidikan ddatilpen harus
memandang hubungan antara isi program dengan Kebufpegawai
atau motivasi pegawai untuk belajar.

d. Identifikasi Prinsip-Prinsip Belajar
Proses belajar hasilnya dapat diukur dengan prihglajar yang
digunakan. Meskipun kecepatan belajar individu aetgng pada
individu itu sendiri, tetapi penggunaan berbagaingp belajar
membantu mempercepat proses belajar. Prinsip bemagupakan
garis pedoman tentang cara belajar paling efeiinakin banyak
prinsip belajar yang digunakan maka kemungkinandigiéan dan
pelatihan aitu menjadi efektif.

e. Pelaksanaan Program
Penyelenggarakan program pelatihan sangat sinasisifatnya.
Artinya, dengan penekanan pada perhitungan kepmamtiorganisasi
dan kebutuhan para peserta, peneran prinsip-privedggar tercermin
pada penggunaan teknik-teknik tertentu dalam proskgar mengajar.

f.  Penilaian Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program pelatihan dapat dikatakam&iedpabila dalam
diri para peserta pelatihan tersebut terjadi spatises transformasi.
Proses transformasi dapat dikatakan baik apabijdiedua hal, yaitu
peningkatan kemampuan dalam melaksakan tugas dabbgban sikap
perilaku yang tercermin dalam sikap, disiplin deosekerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, langkah-&Engkang perlu
ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatiaans diterapkan dalam
proses pendidikan dan pelatihan. Karena dalam prpeerdidikan dan pelatihan
diperlukan adanya urutan kegiatan agar prosestdi&taebut dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan program pelaksanaannya.

4. Proses Pendidikan Dan Pelatihan
Teori pendidikan dan pelatihan adalah faktor yamgnmengaruhi proses
pendidikan dan pelatihan dibedakan menjadi duaymtangkat lunaks¢ftware)
dan perangkat keragrdware). Dalam Notoatmodjo (2003:31) menjelaskan

bahwa:
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Perangkat lunak dalam proses pendidikan dan pefaiifi mencangkup
kurikulum, organisasi pendidikan dan pelatihan, apgan-peraturan,
metode belajar, mengajar dan tenaga pengajar aatihpitu sendiri.
Sedangkan perangkat keras yang juga besar pengartdrhadap proses
pendidikan dan pelatihan adalah fasilitas-fasilitggng mencakup
gedung, buku-buku referensi, alat bantu pendidikdam} sebagainya.
Sedangkan kurikulum itu merupakan faktor tersenging sangat besar
pengaruhnya terhadap proses pendidikan dan peiatiha

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses ykag menghasilkan
suatu perubahan perilaku sasaran pendidikan daatil@el. Secara nyata
perubahan perilaku itu berupa peningkatan mutu kepoan dari sasaran
pendidikan dan pelatihan.

5. Metode Pendidikan dan Pelatihan

Metode pendidikan dan pelatihan merupakan suata sistematis yang
dapat memberikan deskripsi secara luas serta dapanhgkondisikan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk embgngkan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik tenaga kerja terhadap pekenya. Menurut
Notoatmodjo (2003:37) pada garis besarnya dibedakiandua macam metode
yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan pegaaitu:

a. MetodeOn The Job Training
Pelatihan ini berbentuk penugasan pegawai-pegaveaiu kpada
pegawai yang telah berpengalaman (senior). Habémarti pegawai
baru, itu minta kepada pegawai yang sudah berpamgal untuk
membimbing atau mengajarkan pekerjaan yang baikdepegawai
baru.
Metode yang biasa digunakan dalam praktek adalah :
1. Pembekalancpaching)
Pimpinan memberikan bimbingan dan pengarahan kelpagahan
dalam pelaksanaan pekerjaan rutin. mereka. Peminekiala
dianggap paling cocok karena memliki keuntungangybarupa
interaksi antara pelatih dan peserta latihan.
2. Rotasi Jabatan
Pemindahan pegawai melalui jabatan yang bermacacam dan
berbeda-beda.
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3. Penugasan Sementara

Dimana bawahan ditempatkan pada posisi manajemeantu
untuk jangka waktu yang ditetapkan.

4. Magang épprenticeship training)

Pegawai baru dimagangkan pada seorang ahli dalaand
tertentu. Para magang bekerja dan berlatih di bavesiygawasan
langsung ahli tersebut. Biasanya metode ini diganakntuk jenis
pekerjaan yang memerlukakill tinggi.

Penyelenggaraaron the job training mempunyai keuntungan dan

kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari agsinimenurut Moenir

(1983:165), yaitu:

Keuntungannya adalah:

1.

2.

3.

Biaya dapat ditekan serendah mungkin. Karena tigekiu
mengeluarkan biaya sewa tempat dan peralatan ygagakan.
Tidak diperlukan masa penyesuaian dan pengenaldradip
pengajar, teman maupun lingkungan.

Telah terjalin komunikasi yang baik antara peselda pengajar
sehingga dapat dijamin adanya kelancaran prograautifsmn.

Kelemahannya:

1.

Tidak mudah memperoleh pengajar dari dalam karefenya
keterbatasan kemampuan atau waktu.

2. Jumlah peserta harus memenuhi rasio yang menglanng
3.

Sulitnya mengatur waktu belajar, artinya banyakHhslyang harus
dipertimbangkan.

b. MetodeOff The Job Training
Pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan metoblerarti para
pegawai sebagai peserta pendidikan dan pelatihdodkesementara
dari kegiatan pekerjaannya. Metode ini mempunyaitéinik yaitu:

A\

Teknik Presentasi Informasi

Teknik presentasi informasi adalah menyajikan mf@si, yang
tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikapkeéterampilan
baru kepada para peserta. Harapan akhir dari ppesgetahuan,
sikap dan keterampilan peserta diadopsi oleh @epertdidikan dan
pelatihan di dalam pekerjaan nanti. Yang termaskhkik ini antara
lain:

a. Ceramah biasa, di mana pengajar (pelatih) bertataka
langsung dengan peserta. Peserta pendidikan datihpel
pasif mendengarkan.

b. Teknik diskusi, di mana informasi yang akan disajik
disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atas-tugas
yang harus dibahas dan didiskusikan oleh para taeasltif.



2.

39

c. Diskusi kelompok adalah suatu proses interaksiraeltsan

mengenai tujuan tertentu yang didalamnya melibatkan

beberapa peserta dengan cara tatap muka, mel&ai- tu
menukar informasi atau pemecahan masalah/persoalan.

d. Teknik pemodelan perilaku adalah salah satu cara
mempelajari atau meniru tindakan (perilaku) dengan
mengobservasi dan meniru model-model. Biasanya mode

model perilaku yang harus diobservasi dan ditiru
diproyeksikan dalam video tape.

e. Teknik magang adalah pengiriman karyawan dari suatu

organisasi ke badan-badan atau organisasi yangikiggap

lebih maju baik secara kelompok maupun perorangan.

Mereka mempelajari teori-teori dan langsung memigidakn
di bawah pengawasan, hal-hal baru, keterampilan yang
harus mereka terapkan di dalam organisasi tersebut.
Teknik Stimulasi
Stimulasi adalah suatu penentuan karakteristik peailaku tertentu
dari dunia riil sedemikian rupa sehingga, para paseapat
merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Deegaikidn, maka
apabila peserta pendidikan dan pelatihan kembali tds@pat

pekerjaan semula akan mampu melakukan pekerjaarg yan

distimulasikan tersebut.

Seperti halnya penyelenggaraam the job training, penyelenggaraaaff

the job training juga ada keuntungan dan kelemahannya menurut Koeni

(1983:166) yaitu:

Keuntungannya adalah:

1.

2.

&

4.

Tidak perlu secara masal dalam jumlah yang bangamenuhi

rasio) karena sifatnya penitipan.

Organisasi tidak disibukkan dengan pekerjaan taaratalam

penyelenggaraan latihan tersebut.

Peserta dapat memusatkan perhatian karena dapspaskan diri

dari pekerjaan rutin.

Peserta mempunyai pengetahuan yang relatif lelals, lkarena
tidak terpaku pada lingkungan kerja sehari-hari dan segi lain

dapat memperluas pergaulan yang sangat bermanfaamd
hubungan pekerjaan baik jangka pendek maupun jgeykjang.

Kelemahannya adalah:

1.

2.

Peserta ada kalanya tidak dapat langsung menergekeetahuan
atau keterampilan yang diperoleh dari pelatihan.

Biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar dariyhiapabila latihan
itu diselenggarakan sendiri oleh organisasi atataisi.
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Media adalah peralatan yang digunakan untuk menghkdmsikan
gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam progratingel Media yang biasa
digunakan antara lain adalaideotape, films, clossed circuit television, dlide
projector, OHP, flip chart, dan papan tulis. Prinsip pembelajaran merupakan
pedoman agar proses belajar berjalan lebih efe&@makin banyak prinsip ini
direfleksikan dalam pelatihan, maka semakin efgbéfatihan tersebut. Belajar
dalam hal ini didefinisikan sebagai perubahan gkuilyang relatif tetap sebagai
hasil dari pelatihan, artinya perilaku tersebuakithersifat sementara

6. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan

Adapun kendala pengembangan yang dapat menghanefsktsanaan

pendidikan dan pelatihan menurut Hasibuan (2005y&6{u:

a. Peserta
Peserta pengembangan mempunyai latar belakang tidalg sama
atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pemgal kerja dan
usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambddnaran dan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karena dagkdp, persepsi
dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yangldibeverbeda.

b. Pelatih
Pelatin yang ahli dan cakap menstransfer pengetalyaakepada
peserta pendidik dan pelatihan sulit dicapai.

c. Fasilitas Pengembangan
Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yarghikan untuk
pendidikan dan pelatihan sangat kurang atau kuvailg Hal ini akan
menghambat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

d. Kurikulum
Kurikulum yang diajarkan tidak sesuai atau menyingpaerta tidak
sistematis untuk mendukung sasaran yang diingirdteh pekerjaan
atau jabatan peserta.

e. Jarak dan waktu
Jarak atau tempat yang cukup jauh sehingga menarutvaktu
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan jugdap pegawai
diharuskan untuk membayar sehingga peserta enggatuk u
mengikutinya.
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f. Keluarga
Bagi peserta yang akan mengikuti pendidikan daatipain enggan
untuk berpisah lama dengan keluarganya karena yaads cukup jauh
tersebut.

g. Dana pengembangan

Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat asrsahingga
sering dilakukan secara paksa, bahkan pelatih nmalgawananya
kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendaldala dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu yang nambht dan mempersulit
kelancaran dalam pelaksanaan pendidikan dan patatih

7. Evaluas Pendidikan dan Pelatihan

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bentujgar dapat
diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasilajkam dan kendala yang dijumpai
dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajama perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. (Kgsaeiv:3).Menurut Siswanto
(2003:220) kegiatan evaluasi merupakan kegiatarg ytatak terpisahkan dari
kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama dalegiakan belajar mengajar.
Berhasil tidaknya program kegiatan pendidikan dafatghan akan banyak
bergantung pada kegiatan evaluasi yang dilakukealugsi terhadap pelaksanaan
program pendidikan dan pelatihan sangat pentingkstnakan. Sebab pada
dasarnya implementasi program pendidikan dan pelatiberfungsi sebagai
proses transformasi. Para pegawai yang tidak itertitibah menjadi pegawai
yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Untuk mepilagram-program

tersebut, bagian kepegawaian harus mengevaluasat&egpendidikan dan

pelatihan yang dilakukan apakah mencapai hasil génginkan atau tidak.
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Menurut Siswanto (2003:220), evaluasi dalam kegigiandidikan dan

pelatihan memiliki tujuan sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapeh peserta
pendidikan dan pelatihan dalam suatu periode prbskgar mengajar
tertentu.

. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan pesertandedédompoknya.
. Untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukama peserta

dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

. Untuk mengetahui efisiensi metode pendidikan dalatipan yang

digunakan.

Menurut T. Hani Handoko (2000:119) secara singkatuasi pendidikan

dan pelatihan dapat dilakukan dengan langkah-ldngkhagai berikut:

UL WN B

. Kriteria evaluasi

. Tes pendahuluampretest)

. Para pegawai dilatih atau dikembangkan
. Test purnaost test)

. Transfer atau promosi

. Tindak lanjut

Sedangkan evaluasi menurut Notoatmodjo (2003:8Bgddkan menjadi

dua, yaitu:

1

. Evaluasi Formatif

Evaluasi ini dilakukan dalam proses pendidikan gafatihan yang
sedang berlangsung. Evaluasi ini sangat diperlukdémnk mengadakan
perbaikan proses belajar mengajar, termasuk kumkul metode
mengajar dan sebagainya. Disamping itu, evaluasndtf juga
bertujuan untuk mendapatkan umpan balik guna pepysmaan,
perbaikan rancangan dan pelaksanaan proses bekjaajar.

. Evaluasi Sumatif

Evaluasi ini dilakukan pada akhir suatu proses joitkeh dan
pelatihan atau proses belajar mengajar. Tujuanairaluasi sumatif
adalah untuk menentukan pendapat tentang kesefuproaes belajar
mengajar yang sudah selesai.
Evaluasi harus mencakup setiap elemen yang adandptagram
pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat dicapai &aesimal mungkin
dengan cara mengevaluasi elemen-elemen dasar teriku

a. Program

b. Penyaji atau pengajar

c. Peserta pelatihan
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d. Hasil-hasil pekerjaan
Menilai hasil pelatihan mutlak dilakukan untuk metahui apakah
program pelatihan yang dilakukan efektif atau tid&8erhasil atau tidaknya
program pelatihan tersebut dapat diketahui dengkem jmenilai cara pelatihan

tersebut.

E.Kinerja
1. Pengertian Kinerja

Kinerja secara umum dan popular diartikan sebagzstasi kerja. Suatu
prestasi kerja diukur setelah melakukan seperarggiatan kerja yang menjadi
tanggung jawab atau tugas individu sebagai bag#n wtaian tugasnya dalam
suatu lingkup kerja. Kinerja sering disamakan derggaformance; yaitu prestasi
kerja yang dihasilkan dengan membandingkan apa gehgrusnya dilaksanakan
dengan kualitas tampilan kerja sebenarnya.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencagsaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasdrgonan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalastnategic planning organisasi (Thoha, 2004:31).
Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebustasi atau tingkat keberhasilan
individu maupun kelompok individu tersebut mempunkateria keberhasilan
yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan inupa tujuan-tujuan atau target-
target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adaanujatau target, kinerja
seseorang atau organisasi tidak mungkin dapatatikekarena tidak ada tolak

ukurnya.
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Kinerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia béisuaitu yang
dicapai’ atau prestasi yang dicapai atau dipeKkématsehingga kinerja dapat
diartikan sebagai prestasi kinerja oleh individuugahaan. Hasibuan (1999:126)
menjelaskan kinerja - mempunyai hubungan - yang erabgate masalah
produktivitas, karena merupakan indikator dalam eméwkan bagaimana usaha
untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggilada suatu organisasi.
Hasibuan menyatakan bahwa produktivitas adalahapdibgan antara keluaran
(output) dengan masukan (input). T.R. Mitchell dal&edarmayanti (2001:51),
menyatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspgkQuality of Work, 2)
Promptness, 3) Initiative, 4) Capability, dan5) Communication yang dijadikan
ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kireggeorang. Di samping itu
pengukuran kinerjajuga ditetapkarperformance x motivation. Jadi dari
pernyataan tersebut, telah jelas bahwa untuk meikkp gambaran tentang
kinerja seseorang, maka perlu pengkajian khususartgnkemampuan dan
motivasi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhielian adalah kemampuan
dan kemauan. Memang diakui bahwa banyak orang maetapi tidak mau
sehingga tetap tidak menghasilkan kinerja. Demilgata halnya banyak orang
mau tetapi tidak mampu juga tetap tidak menghasikaerja apa-apa.

Dalam konteks organisasi instansi pemerintah, Jandrmartikan sebagai
hasil kerja aparatur pemerintah sebagai bagianpdases manajemen kerja. Hasil
kerja tersebut biasanya ada buktinya, dapat diukgata dan sekaligus menjadi
acuan hasil kerja seseoang yang digunakan sebag& menentukan tingkat

pencapaian kerja dalam kurun waktu tertentu. Deasian di atas disimpulkan
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bahwa komponen kinerja meliputi hasil kerja (tingkancapaian kerja), aparatur
yang melaksanakan kerja (individu), bukti kerjar(keet maupun non-konkret)
dan adanya standar kerja yang meliputi acuan kerja.

Pengertian kinerja dalam suatu organisasi merupgkaraban dari
berhasil atau tidaknya tujun organisasi yang tdiggtapkan. Hasibuan (2000:13)
mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah shasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yangadKkseb kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesiamggerta waktu. Kinerja
mengandung dua komponen penting yaitu: kompetisrai individu atau
organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikas tingkat kinerjanya.
Produktivitas; kompetisi tersebut dapat diterjenzahlke dalam tindakan atau
kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasikrja atau outcome
(Wibowo, 2007:21).

Mangkunegara (2007), menyatakan faktor-faktor yamgmpengaruhi
pencapaian kinerja adalah faktor kemampuaii¢y) dan motivasi rfiotivation).
Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari skai yaitu kinerja pegawai
(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawadalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkamjakineganisasi adalah
totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organiséBierja pegawai dan kinerja
organisasi memiliki keterkaitan yang sangat eratrcapainya tujuan organisasi
tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimililkeh organisasi yang
digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperdii sébagai pelaku dalam

upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.
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Ada berbagai pendapat tentang kinerja, sepertndika@kan oleh Murphy
dan Cleveland dalam Pasolong (2007:175) mengatdledmwa kinerja adalah
kualitas perilaku yng berorientasi pada tugas ptkerjaan. Pasolong (2008:175)
mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi ddnurigan kerakyatan antara
masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodmd@ésolong (2008:175)
mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatuiatkag dan
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawalemgail hasil seperti yang
diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ndisat LAN-RI
dalam Pasolong (2007:175) merumuskan kinerja adgkhbaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatanygmogkebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisésnsep kinerja yang
dikemukakan LAN-RI lebih mengarah kepada acuan ridnsuatu organisasi
publik yang cukup relevan sesuai dengan strategfiusorganisasi yakni dengan
misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Sedangkan kinerja organisasi mempunyai banyak pesmge
Atmosudirdjo dalam Pasolong (2007:176) mengemukakshwa kinerja
organisasi adalah efektivitas organisasi secarayeha@muh untuk kebutuhan yang
ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan Imelasaha-usaha yang
sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasiradeaus menerus untuk
mencapai kebutuhannya secara efektif.

Nasucha dalam Pasolong (2007:177) mengemukakan abatmerja

organisasi adalah sebagai efektivitas organisasiarae menyeluruh untuk
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memenuhi kebutuhan yangditetapkan dari setiap kedmyang berkenaan

melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkake@mampuan organisasi

secara terus menerus mencapai kebutuhannya séekti e

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkahviza kinerja mempunyai
beberapa elemen yaitu:

a. Hasil kerja dicapai secara individual atau secas#tusi, yang berarti kinerja
tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secaadis-sendiri atau
kelompok.

b. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga ldibewewenang dan
tanggung jawab, yang berarti orang atau lembagziéddn hak dan kekuasaan
untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dajdakukan dengan baik.

c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal yangtbeedam melaksanakan
tugas individu atau lembaga tentu saja harus matigéturan yang telah
ditetapkan.

d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atéka artinya selain
mengikuti aturan yang ada yang telah ditetapkariuteaja pekerjaan tersebut

haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangaingedé&lam penelitian
dan merupakan unsur yang sangat vital yang sangatimmang tercapainya hasil
dari suatu penelitian. Bogdan dan Taylor berpenddplam Moleong (2010:4)
yang mengartikan “Metode kualitatif sebagai prosedoenelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-katalteréiau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati”.

Tujuan penelitian kualitatif dalam Moleong (2010antara lain digunakan
untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ldtelakang subjek penelitian,
untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yangnbdianyak diketahui,
dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk melmeh sesuatu latar belakang
dan lain-lain. Sesuai dengan tujuan dari penelitigrmaka penulis menggunakan
jenis penelitian kualitatif yang mendiskripsikara@atmenjelaskan peristiwa atau
kejadian yang ada pada masa sekarang yang tidakktedengan angka-angka
melainkan uraian-uraian.

Dengan  demikian, dalam penelitian ini peneliti akeremaparkan,
menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristikatgek yang akan diteliti
agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematikadamal dari obyek penelitian

agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
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Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kaafit ini karena
mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di lapadgta yang dikumpulkan
berupa kata-kata bukan berupa angka-angka. Salapemnelitian ini menekankan
pada proses dan jenis penelitian kualitatif dipagddebih mendukung dan

memberi arti dalam menyerap masalah yang berkd#agan fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitiargyaersifat kualitatif.
Dengan adanya fokus penelitian, dapat membatadigam bidang inkuiri. Tanpa
adanya fokus penelitian, penelitian akan terjebagkapmelimpahnya volume data
yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan damhafokus penelitian akan
dapat diketahui secara tepat data mana yang pkdmpgllkan dan data mana
yang tidak relevan serta tidak perlu dimasukkandeéam data yang sedang
dikumpulkan (Moleong, 2007:28).

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkdéh d&arena itu
permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuaaldm fokus, walaupun fokus
dapat berubah dan berkembang di lapangan. Dengagatie pada rumusan
masalah, maka fokus penelitian yang ditinjau adalah

1. Efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam menitkga kinerja
pegawai, meliputi tahap-tahap:
a. Penentuan Kebutuhan
b. Sasaran Pelatihan

c. Evaluasi Program Pelatihan
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2. Evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan dafeningkatkan
kinerja pegawai, meliputi:
a. Reactions
b. Learning
c. Behaviors
d. Organizational result
e. Cost effectivity
3. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas pekatididan
pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai.
C. Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang dengatus penelitian
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, dimemalipan ini dilakukan
dengan sengaja karena dalam penelitian kualitagiheliti harus banyak
meluangkan waktu di lapangan dan oleh karenanyaiiehan dalam melakukan
penelitian sangat diperlukan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dipdibagai situs
penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unit organysasj berfungsi
mengelola sumber daya manusia aparatur dan menmpaggnsi yang
melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Daerah peddou Malang
sehingga akan diketahui upaya-upaya yang telatkudkién oleh instansi

tersebut dalam melakukan pembinaan terhadap appeterintahan.
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2. Salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarda&anmreelaksanakan
pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Siillingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang.

D. Jenisdan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperolddye8ulisini adalah
seseorang atau sesuatu hal atau benda yang dijasiikaber untuk mendapatkan
data-data atau informasi. Lofland (dalam Moleon@0722157), menyatakan
“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif haleata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumenraftatain”. Berdasarkan
masalah dan fokus penelitian, sumber data dalamlipan ini adalah:

1. Informan

Penelitian kualitatif tidak menggambarkan karaktéi populasi atau
menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagiuspopulasi seperti dalam
penelitian kualitatif, melainkan lebih terfokus padepresentasi terhadap
fenomena sosial. Data dari informasi dalam pemelitiualitatif harus ditelusuri
seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada.aHdewygan cara demikian,
peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yditgliti secara utuh.
Berkaitan dengan tujuan penelitian kualitatif terge maka dalam prosedur
sampling yang paling penting adalah bagaimana menemukamafo atau situasi
sosial tertentu yang sarat informasi sesuai defgzus penelitian, sehingga cara
untuk memilih sampel yang digunakan bukanlah sarsfaistik seperti yang

dilakukan pada penelitian kuantitatif. Namun lelbbrsifat selektif, dimana
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peneliti ‘menggunakan berbagai pertimbangan berkiEsakonsep/teori yang
digunakan, keingintahuan pribadi dan karakteriptibadi, sehingga diharapkan
mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dandaskripsi yang penuh
arti, yang lebih berharga dari sekedar pernyataamah atau frekuensi dalam
bentuk angka.
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Dikla
Kabupaten Malang
b. Kasubid Umum dan Kepegawaian BKD Kabupaten Malang
c. Alumni Peserta Diklatpim BKD Kabupaten Malang
2. Dokumen
Dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengantaswgdspenelitian
yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Kabopdalang.
Sedangkan jenis data yang digunakan adalah:
1. Data Primer
Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan piinsécara langsung
dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melaforinan yang berhubungan
dengan obyek penelitian meliputi observasi (pengamaserta wawancara
mendalam iy depth interview), dengan aparatur pemerintah yaitu pejabat yang
ada di dinas terkait. Dengan pertimbangan bahwaekaerlebih banyak
mengetahui mengenai seluk beluk bidang-bidanghatsgang ditangani sebagai

tugas, kewenangan dan tanggung jawab sehari-hari.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahullugite dan dilaporkan
oleh orang lain di luar peneliti. Berarti dataftidiak secara langsung berhubungan
dengan informan. Data sekunder diambil dari rekakegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu dengan jenis data lairertepekaman media massa,
jurnal-jurnal atau sumber lain. Data sekunder penpéroleh dari dokumen-
dokumen baik berupa laporan serta arsip-arsip yaimg berhubungan dengan

kegiatan administrasi pada Badan Kepegawaian D&&hbpaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data dilakukan melalaipiahhap sebagai berikut:

a. Wawancarai(iterview)

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data adleng
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan wuljkab secara lisan
pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsdengan sumber
informan. Wawancara ini akan dilakukan terhadap sf@pmBidang Diklat
Fungsional Kabupaten Malang, Kepala Sub Bagian UrdamKepegawaian
BKD Kabupaten Malang, Alumni Peserta Diklatpim BK@abupaten Malang.
Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaarmigguigan pada saat
melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait @enmasalah yang

diteliti.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yangkuldan melalui
cara mempelajari berbagai laporan, dokumen dand#dtayang relevan yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalanelifpan. Kegiatan
mengumpulkan dan mempelajari data-data sekundey iyetiputi dokumen atau
arsip-arsip yang dianggap berhubungan dengan fodwslitian.
F. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2010), terdapat dua hal yanghpengaruhi kualitas
hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penatiti dan kualitas pengumpulan
data. Sedangkan menurut Muhammad dan Djaali (208&)umen penelitian
diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data ewaigvariabel-variabel
penelitian untuk kebutuhan penelitian. Dengan Kata, instrumen penelitian
adalah alat untuk membantu peneliti dalam mengizaé dan informasi pada saat
penelitian.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalamepgan ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti menjadi skbjpeneliti dan
sekaligus menjadi instrumen penelitian. Sepertigydijelaskan oleh
Sugiyono (2010), bahwa dalam penelitian kualitaiifstrumen
utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berpesbagai instrumen
utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenoffesramena yang
sedang terjadi mengenai apa yang diteliti di sdat Peneliti
menggunakan alat panca inderanya untuk melakukaryapeatan

langsung fenomena-fenomena yang sedang terjaapantan.
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2. Pedoman wawancara, sebagai garis besar atau pagydugnakan
ditanyakan kepada pihak informan terkait denganggelmlan data
penelitian. Selain itu juga sebagai pengarah dgdesees wawancara
agar berjalan secara efektif dan efisien.

3. Peralatan tulis-menulis yang membantu untuk melakuencatatan

hal-hal penting ketika sedang melakukan peneldidapangan.

G. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data ini penulis mempergunakan sinaldeskriptif

kualitatif dengan mengacu pada analisis data ya@kgrdikakan oleh Miles dan
Huberman (2007:16) yang mengatakan bahwa analesia thodel interaktif
tersebut terdiri dari alur empat kegiatan:

a. Data Collecting (pengambilan pengumpulan data)

b. Data Reduction (reduksi data)

c. Data Display (penyajian data)

d. Penarikan Kesimpulan meliputi Penggambaran/vesfika
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Adapun analisis data yang dikemukakan Miles daneduln dengan

model analisis data interaktif dapat digambarkdoagei berikut:

jpas Brawijaya Unie

<

1) \ Reduksi /
(

Pengumpulan
date

datz

Kesimpulan/
verifikasi

3)

Gambar 2: Model Analisis | nteraktif
Sumber : Miles dan Huberman (2007: 20)

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa redukai diartikan sebagai
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pergden, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatenlite di lapangan. Dengan
reduksi data dapat menajamkan, menggolongkan, megmiga, membuang yang
tidak perlu dan mengorganisasi data. Cara demilkikinirya dapat ditarik
kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi datpatianenyederhanakan data
kualitatif dan mentranformasikannya dengan berbege, seperti melalui seleksi
yang ketat melalui ringkasan, menggolongkannyandadaatu pola yang lebih
luas dan sebagainya.

Penyajian data merupakan alur penting yang kedtgkeégiatan analisis.
Peneliti membatasi suatu penyajian sebagai kumpufmnmasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan@agambilan tindakan.

Kegiatan analisis yang ketiga adalah kesimpulan atzifikasi. Peneliti yang
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berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgfap terbuka dan
skeptis (Miles dan Huberman, 2007:20).

Dalam pengumpulan data pada catatan yang didagapaigan, peneliti
akan menyusun pemahaman arti dari segala peristiglalui reduksi data yang
kemudian diikuti dengan penyusunan data. Reduksis#gian data ini disusun
pada waktu peneliti mendapatkan unit data yangridiken dalam penelitian.
Setelah pengumpulan data berakhir peneliti berusaraarik kesimpulan dengan
berusaha memverifikasi berdasarkan catatan lapargaabila catatan tersebut
dianggap belum cukup atau tidak didapatkan, pemneiib mencari kelengkapan
data di lapangan secara khusus. Sebelum meninggigangan, peneliti secara
teliti harus membaca lebih dahulu hasil reduksaditn sajian data serta analisis
awal. Kalau dianggap belum cukup dalam menjawamasalahan yang dikaji

maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersdilapangan terlebih dahulu.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang tenetda bagian
tengah Selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Segeografis Kabupaten Malang
terletak pada 1£27-10,90 sampai dengan 182’-00,00” Bujur Timur dan
7°44-55,11 sampai dengarf2%’-35,45” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasua&i@bupaten
Probolinggo

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bligdngaten Kediri
dan Kabupaten Mojokerto

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Malang

Sumber: Google Peta Kabupaten Malang
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Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 *%kKabupaten Malang terletak
pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupattyu®angi dari 38
Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur (Bad&®usat Statistik
Kabupaten Malang, 2010:13).

Berdasarkan data dari Bappekab Malang di atask le@ografis
sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang menyldsisi yang sangat
strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramaifgjar transportasi utara
maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dakiwke waktu.

a) Sejarah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebelum menjadi kabupaten di bapiatipinan
seorang Bupati yang ada sekarang, mempunyai sejarajat panjang dan unik,
pemerintahannya pada saat itu masih berbentukaeergjang diperintah beberapa
raja. Seiring perjalanan keemasan serta surutnyeemetahan kerajaan, tersurat
pada beberapa tetenger sebagai tanda adanya preatrimahan pada masa
tersebut, telah menjadi cikal bakal berdirinya penmtehan Kabupaten Malang
yang sekarang.

Pada masa lalu, telah ditemukan beberapa prasesgitgrbesar di daerah
Malang sebagai kesinambungan sejarah Kabupatennlylalalah menyebutkan
berdirinya pusat kerajaan yaitu kerajaan Kanjurulkanajaan Singosari dan pada
masa yang lain pernah menjadi Mandala (satuan a&hlggtari suatu pemerintahan
kerajaan yang berpusat di luar kawasan Kabupatdéanga

Adapun petunjuk kesinambungan sejarah Kabupateardalengan pusat

pemerintahan di masa lalu, berupa Piagam terbudt lddu atau tembaga
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(prasasti) yang dibuat penguasa dan keluarga Kerajaukup banyak
menyebutkan nama-nama desa dan tempat yang peagngtu, meskipun bukti
tertulis berasal dari jaman yang berbeda, samjpaiisemasih berada di kawasan
Kabupaten Malang.

Nama tempat (toponomi) yang disebut di dalam ptadas/asa ini masih
tertinggal sebagai nama desa di Kabupaten MalarajaMgun sebutan namanya
kini banyak perubahan dalam penyebutan, namun naegiat ditelusuri asal-
usulnya. Seperti nama Kanjuruhan, tertulis padssgsta tahun 760 Masehi,
sekarang menjadi Kanjuron, yaitu sebuah tempat ettatd Dinoyo, Balandit,
tertulis dalam prasasti tahun 929 Masehi, sekadikgnal sebagai Belandit di
sebelah timur Singosari. Turyan, tertulis dalamsaséi tahun 929 Masehi,
sekarang dikenal sebagai Turen. Panawiyan, tertldiam prasasti tahun 943
Masehi, menjadi Polowijen, sebuah nama kelurahanwithyah kecamatan
Blimbing Kota Malang. Hantang, tersebut dalam pstiseahun 1135 Masehi,
sekarang menjadi Ngantang. Katinden, tersebut dgteasasti tahun 1935
Masehi, hingga saat ini masih bertahan dengan bbrgebutannya menjadi
Ketindan, di Kecamatan Lawang, sebelah utara Malaipndaragiri, dalam
naskah Negarakertagama disebutkan sebuah bukit kemgdikenal dengan
Mandaraka, di Kecamatan Singosari, sebelah utafanga

Kerajaan Kanjuruhan abad ke 8 Masehi, berpusatldias Dinoyo yang
sekarang ini. Kerajaan Singosari abad ke 13 Magehila masa raja Jaya
Wisnuwardhana atau Rangga Wuni (1248-1268) darR&nggah Rajasa atau

Ken Arok (1222-1227) yang beribukota di Singosafada masa @ pusat
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pemerintahan berada di luar wilayah Kabupaten Mpglavilayah ini menjadi
kawasan yang penting, terbukti sebagian besar ggaian Prasasti Raja Sendok
(Empu Sendok) berada di wilayah Kabupaten Malang.

Pada masa Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri, dimédayah Ngantang
mempunyai arti penting. Kawasan ini dahulu terdari 12 watek thani, yang
besar perannya dalam membantu raja untuk mempekelatasaannya. Demikian
juga masa kerajaan Majapahit, beberapa pejabapiiiys ditempatkan di
kawasan Malang seperti, Mahamasi Diah Sawitri, abidon (Kebalen sekarang),
Singa-Wikrama-Wardhana Diah Suraprabawa di TumaPRejasa-Wardhana-
Dewi Diah Seripura di Singosari.

Berbicara tentang sejarah Kabupaten Malangtidakyandrertitik tolak
pada sejak dikenalnya istilah Kabupaten secars jeé&n formal, tetapi lebih
ditekankan pada sejak diketahuinya adanya “Kegipéamerintahan yang teratur”
di wilayah yang kemudian dikenal sebagai KabupdW#alang sekarang ini.
Pertumbuhan masyarakat Kabupaten Malang dewasadanri, hasil proses
kesejarahannya, yang meliputi kurun waktu sejakl &es8 Masehi hingga kini.

Hari jadi Kabupaten Malang sendiri erat kaitannyanghn berdirinya
pusat pemerintahan atau kerajaan yang tertua di faks yang terletak di “Pusat
Pemerintahan” Kabupaten Malang sekarang ini. Atasad pertimbangan-
pertimbangan tersebut, ditentukanlah hari jadi Kalben Malang, dengan
menggunakan kriteria-kriteria antara lain: adangaitkambungan sejarah dengan
pusat pemerintahan/kekuasaan pertama yang terkebdpaten Malang. Prasasti

Dinoyo tahun 760 Masehi yang sekarang tersimpaviusieum Nasional Jakarta.
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Prasasti yang ditemukan tanggal 6 Desember 198@aeiiah Dinoyo saat ini
tersimpan di Balai Penyelamatan Benda Purbakala Mpuwa terletak di Jl.
Soekarno-Hatta, Kota Malang.

Hasil penelitian para ahli sejarah pada Prasastoy®i, pertama tertulis
upacara suci yang dihadiri sejumlah Pendeta bpaea, calon Pendeta dan rakyat
biasa. Peresmian tempat suci sebagai pangkal aesti&ekuasaan untuk
meneguhkan kehidupan keagamaan dapat dipandangasétie mula atau abad
daerah Kabupaten Malang, dalam peranannya untuljadiepusat kegiatan
politik dan kekuasaan pemerintahan. Gajayana ad&dbh yang berhasil
mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarRgala peristiwa tahun 760
Masehi, merupakan peristiwva sejarah yang mendukpeigatuan kerajaan-
kerajaan kecil, sehingga atas dasar itulah Harii jgdbupaten Malang
dikembalikan pada Prasasti Kanjuruhan.

Dalam Prasasti Kanjuruhan (Prasasti Dinoyo) diganaklua macam
penanggalan, yaitu dengan Candra Sengkala atauo@en dan yang lain
dengan menulis angka tahunnya. Dari cara penangdadendra Sengkala dan
menyebutkan beberapa rasi bintang, saat ini ittepatan dengan Hari Jumat
Legi 28 November 760 Maseté¢rdasarkan penelitian L. Damars dalam Stude
d’Epigrapy d’Indonesia IV, 1952

b) Visi dan Misi Kabupaten Malang

1) Visi Kabupaten Malang
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangikian pada akhir

periode perencanaan yang di dalamnya berisi summibgran yang menantang
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tentang masa depan, cita dan citra yang ingin digkgn, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilédai luhur yang dianut oleh

seluruh komponen stakeholders. Visi Kabupaten Mpkaalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Mandiri, Agamis, Demokratis,

Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEP).
Penjelasan visi:

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci vyaitu:nditg agamis,
demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan bgadsaing, artinya dalam rangka
mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malaiy ynasyarakat
sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang iperlckan upaya
mewujudkan:

1. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama: kemandirian pelsgaio
daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang utangkan
kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensidabAuatan yang
didukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktian pelayanan
publik. Kedua: kemandirian masyarakat berupa sildggn kondisi
masyarakat yang memiliki semangat entrepreneursimjpuk semakin
mampu memenuhi kebutuhan dengan mengendalikan keunsemdan
kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandiriadalah semakin
berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemérintan semangat
entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

2. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang rémsa

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan séfaridan senantiasa
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meningkatkan kualitas keamanan dan ketagwaan w@phddhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkanabgpek terhadap
keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

. Demokratis, yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintgdram
melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikapngsamenghargai
perbedaan dalam berfikir, bertindak maupun pengambkeputusan
bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

. Produktif, yang dimaknai semakin meningkatnya kualitas kner
masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekanadaerah.

. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya ksa@M dan
hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semaldningkatnya
indeks pembangunan manusia.

. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamana
masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yerkgadlilan tanpa
memandang kedudukan pangkat, jabatan seseorang tEEdiptanya
penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuh
masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yentakb.

. Berdaya Saing yang dimaknai dengan semakin meningkatnya ksalita
produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperaskurmersaing di pasar
lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daing daerah

dalam rangka menarik minat investor.
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2) Misi Kabupaten Malang

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatulargkah dari gerak

dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan bdsdbagai berikut:

.

2.

Mewujudkan pemahaman nilai-nilai agama, adat-iatigdn budaya
Mewujudkan pemerintahan good governance (pemegantafang baik),
clean government (pemerintahan yang bersih), bdilegadan demokratis
Mewujudkan supremasi hukum dan HAM

Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib damai
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualifagastruktur
Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif daddya saing
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yangdses pertanian
dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hiduertes pengelolaan
alam yang berkelanjutan.

c) Pemerintahan

Kewenangan pemerintahan dalam bidang hukum bergrgyupunan

produk hukum seperti Perda, Surat Keputusan Buajaatipendampingan terhadap

pegawai menghadapi proses hukum telah diselesaileamgan baik bahkan

penyelesaian produk hukum mampu dilaksanakan 10@¥#aps tahunnya

(Informasi Potensi Kabupaten Malang 2006: ha).50

Sumber daya manusia atau Pegawai Negeri Sipil p=ember 2011

berjumlah 17.989 orang, dengan latar belakang péwadi yang bervariasi dari

tingkat Sekolah Dasar hingga Doktor (S3). Diliharidingkat pendidikan 70%
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nya pernah mengenyam pendidikan Perguruan Tingggdd 5 tahun ke depan,
peningkatan kompetensi terus ditingkatkan dengarklatdi fungsional
pengamplikasian teknologi informasi, kursus sindk&his perkembangan IPTEK
disesuaikan dengan kondisi mutakhir.

Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan ddagaée upaya
peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhaita®emerintah Kabupaten
Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan tapaya baik melalui
pendidikan formal maupun non formaKabupaten Malang dalam Angka, 2011:
hal 57).

Unit administrasi pemerintahan di bawah kabupat@aladn kecamatan.
Setiap kecamatan membawahi beberapa keluraharddassetiap kelurahan/desa
terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun w#RI&)/rukun tetangga
(RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerinkdbupaten Malang terbagi
menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12r&iean dan 378 desa,
yang terbagi habis ke dalam 3.185 RW dan 14.667 RT.

Organisasi Pemerintahan Kabupaten Malang dibentekdalsarkan
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008, sehingga tenbesttuktur organisasi
sekretariat daerah yang terdiri dari 14 bagian,r&akiat DPRD, Inspektorat
Kabupaten, 10 Badan 19 Dinas, 3 Kantor, Satpol &f RSUD Kanjuruhan
Kepanjen, UPT Perijinan, 33 Kecamatan dan 12 Kbmma Perangkat daerah

yang dimaksud sebagai berikut:



I.  Sekretariat Daerah

1. Asisten Pemerintahan
a) Bagian Tata Pemerinatahan Umum
b) Bagian Tata Pemerintahan Desa
c) Bagian Hukum
d) Bagian Pertanahan

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
a) Bagian Perekonomian
b) Bagian Kerjasama
c) Bagian Administrasi Pembangunan
d) Bagian Pengelola Data Elektronik

3. Asisten Adminisrasi
a) Bagian Umum dan Protokol
b) Bagian Tata Usaha
c) Bagian Hubungan Masyarakat
d) Bagian Organisasi

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat
a) Bagian Kesejahteraan Masyarakat
b) Bagian Bina Marga

Il. Sekretariat DPRD
1. Bagian Perundang-Undangan

2. Bagian Rapat
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3.

4.

Badan

‘"

2.

8.

9.

10.

Bagian Umum

Bagian Keuangan

Badan Keluarga Berencana

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Badan Lingkungan Hidup

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
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V.

Dinas

8.

9.

Dinas Bina Marga

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Dinas Energi dan SDM

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kehutanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kesehatan

Dinas Koperasi, Mikro, Kecil dan Menengah

10.Dinas Pemuda dan Olahraga

11.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

12.Dinas Pendidikan

13.Dinas Pengairan

14.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

15.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

16.Dinas Pertanian dan Perkebunan

17.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

18.Dinas Sosial

19.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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V. Kantor
1. Kantor Pemberdayaan Perempuan
2. Kantor Penanaman Modal

3.

Kantor Perumahan

VI. Kecamatan

1.

2.

8.

9.

Kecamatan Ampelgading

Kecamatan Bantur

. Kecamatan Bululawang

Kecamatan Dampit

Kecamatan Dau

. Kecamatan Donomulyo

Kecamatan Gedangan
Kecamatan Gondanglegi

Kecamatan Jabung

10.Kecamatan Kalipare

11. Kecamatan Karangploso

12. Kecamatan Kasembon

13. Kecamatan Kepanjen

14.Kecamatan Kromengan

15.Kecamatan Lawang

16. Kecamatan Ngajum

17.Kecamatan Ngantang

70

18.Kecamatan Pagak
19.Kecamatan Pagelaran
20.Kecamatan Pakis
21.Kecamatan Pakisaji
22.Kecamatan Poncokusumo
23.Kecamatan Pujon
24.Kecamatan Sumbermanjing
Wetan
25.Kecamatan Singosatri
26.Kecamatan Sumber Pucung
27.Kecamatan Tajinan
28.Kecamatan Tirtoyudo
29.Kecamatan Tumpang
30. Kecamatan Turen
31.Kecamatan Wagir
32.Kecamatan Wajak

33.Kecamatan Wonosari



VII. Keluruhan

1.

2.

8.

9.

Keluruhan Ardirejo
Keluruhan Candirenggo
Keluruhan Cepokomulyo
Keluruhan Dampit
Keluruhan Kalirejo
Keluruhan Kepanjen
Keluruhan Lawang
Keluruhan Losari

Keluruhan Pagetan

10. Keluruhan Panarukan

11.Keluruhan Sedayu

12.Keluruhan Turen
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2. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mang

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melakaan&@tonomi
Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atasrsdaylaenasional mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007ntgi@aganisasi Perangkat
Daerah.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Petaéribaerah
semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 fat@09 yang dalam
perjalanannya dan tuntutan zaman telah diganti atefigndang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaitetaia diubah kedua
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menaadadinya perubahan
manajemen pengelolaan Sumber Daya Manusia dariraisasi menjadi
desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandipgranan Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sumber daya manusianya.

Untuk menata Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai &gl (PNS)

di daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah |Bydng berdasar pada
Pasal 34A UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahas AtJ No. 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Keppres186 Tahun 2000
Tentang Pedoman Pembentukan Badan KepegawaianhDaera

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakmelalui
pengawasan aparatur, penataan kelembagaan daaldetahaan, peningkatan

kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas &ubdya Manusia (SDM).
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Di Kabupaten Malang di era reformasi dan Otonomeiab pembentukan
Badan Kepegawaian Daerah mengalami 3 (tiga) kaligahan, yaitu:

1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Né#n®ahun 2000
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah datuRer Daerah
Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Sus@rganisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian;

2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah N®mahun 2003
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah datuRer Daerah
Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Permbahtas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahurd ZDéntang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaSealangkan jabaran
tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bhadéing Nomor 83
Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tataa KBgdan
Kepegawaian;

3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Ném@ahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peratuaara® Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi P&einfaerah.
Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang Padguran Bupati
Malang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi B&enDaerah
Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokokk untenata
manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah yang shlatkan secara professional

dalam rangka memberdayakan Pegawai Negeri Sipitabaesehingga mampu



74

menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntali deerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
a) Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mking
1) Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malangaadal

“Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dalam rangka
penataan pegawai yang proporsional menuju pembang@m sumber daya
aparatur yang professional”.

Makna yang terkandung dari visi tersebut di atadaddsebagai berikut:

a. Terwujudnya tertib administrasi adalah dengan meikde pelayanan
administrasi kepegawaian yang mudah, cepat damgkur

b. Penataan pegawai yang proporsional adalah perearcan@enataan
pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan memidpetensi;

c. Sumber daya aparatur yang professional adalahtapgeng berdedikaso
tinggi, berdisiplin dalam pengabdian, menjadi taladlan memiliki sikap
mental yang baik dan bertanggung jawab serta mdmitiwasan yang
luas dalam semua tugas dan pelayanan kepada myara

2) Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi Badéepegawaian
Daerah Kabupaten Malang yang menggambarkan tujaiag lgarus dilaksanakan
oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat dilekkan dan berhasil sesuai
dengan visi yang ditetapkan, maka misi Badan Kepaga Daerah Kabupaten

Malang adalah:



b)
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Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaiam lyaik;
Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
Melaksanakan pembinaan pegawai;
Melaksanakan pengembangan pegawai;
Melaksanaan pengelolaan sistem informasi manajgagawai
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan KepegawaiaDaerah
Kabupaten Malang
1) Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukgag
Kepala Daerah bidang Kepegawaian;
2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Bydag
berada di bawah dan bertanggung jawab langsungd&epa
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2) Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maiy
1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daetaaaig
kepegawaian yang ditetapkan Bupati;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikaim Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian dateeriigkb
database serta analisa data untuk penyusunan préggiatan;
2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah

3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam u
bidang kepegawaian;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evalaas
pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;

Pelaksanaan standar pelayanan  minimal yang wajib
dilaksanakan bidang kepegawaian;

Penyelenggaraan  urusan kesekretariatan pada  Badan
Kepegawaian Daerabh;

Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kagidtidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerabh;

Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan magyarak
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;

Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sg@réh;
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian;

Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian d
berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Petatiha
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindddran
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesungaite
norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalaatupan

perundang-undangan;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Penyiapan dan pelaksanaan administrasi =~ pengangkatan
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan normadatadan
prosedur yang ditetapkan dengan = peraturan perundang
undangan;

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeaaer
Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Peddéegari
Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan pnoseahg
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasalake
Pegawai Negeri Siplil;

Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkRegawai
Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan puosgthg
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawsgaara
komprehensif;

Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi urgaysunan
program pengembangan kepegawaian;

Pendokumentasian tata naskah kepegawaian;
Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pehaerdia

bidang kepegawaian.
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c) Tujuan Dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupah Malang
Untuk mengimplementasikan misi organisasi sertaardal rangka
menentukan arah strategis Badan Kepegawaian Dafdam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan se®urajan tugas pokok dan
fungsi, maka dirumuskan tujuan organisasi.
Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuanasezakur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu 1 (sahgntaUntuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1

Tujuan Dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupah Malang

SASARAN
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR

1. Memberikan 1. Terwujudnya 1. Meningkatnya
kemudahan proses tertib administrasi
pelayanan administrasi kepegawaian.
administarsi kepegawaian
kepegawaian yang yang efektif,
prima, cepat dan efisien, tepat
tepat. waktu dan

meningkatnya
sarana dan
prasarana.

2. Mendorong dan 2. Terwujudnya 2. Meningkatnya
memacu PNS yang kesejahteraan
produktivitas PNS profesional, PNS.
agar berdisiplin berdisiplin untuk
untuk memperoleh hak
memperoleh hak dan penghargaan
dan penghargaan serta peningkatan
menuju kesejahteraan
peningkatan pegawai.
kesejahteraan.

3. Meningkatkan 3. Terwujudnya 3. Menurunnya
pembinaan serta pemerintahan pelanggaran
pengawasan yang bersih dan disiplin PNS dan
aparatur dan bebas dari meningkatnya
memberikan korupsi, kolusi kinerja aparatur.
asistensi peraturan dan nipotisme
bidang menuju good
kepegawaian governance.

Pemerintah
Daerah.

4. Perencanaa 4. Terwujudnye 4. Pengembange
pengembangan penataan personil karier PNS dan
kepegawaian yang yang pegawai yang
tepat sesuai proporsional berkualitas.
dengan berbasis
kompetensi dan kompetensi,
formasi yang terlaksananya
dibutuhkan. diklat prajenjang
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bagi PNS
melalui
pendidikan
formal dan
pelatihan untuk
mengisi formasi

jabatan.

5. Pengelolaan da 5. Terwujudnye 5. Tersedianya dai
pengembangan validasi data dan pegawai dan
sistem informasi entry data informasi
kepegawaian yang pegawai melalui kepegawaian.
dapat diakses jaringan
pihak yang Simpeg/data
membutuhkan. pegawai.

Sumber: Data BKD Kabupaten Malang Desember 2010
d) Capaian Tujuan dan Sasaran
1. Kebijakan
Memperhatikan sumber daya organisasi serta kealitagkungan yang
dihadapi, maka untuk memberikan kesatuan pandatamdmenentukan cara
mencapai tujuan dan sasaran organisasi perlu phkitearah kebijakan organisasi
yang akan dilaksanakan, yaitu:

a. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yampat, tepat dan
akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Petalerikabupaten
Malang;

b. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegaeauai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Pemiin Kabupaten

Malang dengan pemberian reward dan punishment;
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d. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadapupemadi bidang
kepegawaian yang berlaku kepada seluruh pegawaigtiungan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;

e. Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Pértedr Kabupaten
Malang melalui tugas belajar dan izin belajar;

f.  Menempatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Katemplslalang yang
disesuaikan dengan asas the right men on the plgbt sesuai dengan
standar kompetensi pegawai;

2. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyatansais dan terpadu
pada belanja langsung terbagi dalam dua jenis anograitu: program SKPD
dan program yang menjadiusan wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan
Bidang sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan untuk apamdujuan dan sasaran.
Program yang dimaksud adalah:
. SKPD
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiemakdan
Keuangan.
II.  Urusan Wajib/Belanja Langsung

1. Pendidikan Kedinasan;
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2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

e) Susunan Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kdbaopdalang sesuai
dengan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 TahurB 2@@tang
Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tent&@mganisasi
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.
Sesuai dengan peraturan tersebut, struktur orgarBsalan Kepegawaian
Daerah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badanmempunyai tugas:
a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, meorgkoasikan
dan kerjasama dalam pelaksanaan kepegawaian yatapétan Bupati;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaB sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Sekretariat mmpunyai tugas:
a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi d&pgran program
Badan Kepegawaian Daerah, pengelolaan urusan kepega urusan
umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pendgan,

perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakatrdsan keuangan;
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oletpaka Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesegart pegawali,
pendidikan dan pelatihan pegawali;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dabungan
masyarakat;
d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuarayakekayaan daerah;
e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetiganggandaan,
kearsipan;
f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengpemseliharaan,
kebersihan dan keamanan kantor;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangundang
kepegawaian, evaluasi dan pelaporan.
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan leegsgn;
2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola astrasii
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidéd@pelatihan;
3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalasanausan

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjaladaas,
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keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan banaerglatan
serta pendistribusian;

Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penymperalatan
kantor dan pendataan inventaris kantor;

Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

Menghimpun, mengolah data, menyusun program Kkem@d S
Bagian Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olekre$ariat

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangamempunyai tugas:

1.

2.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputibjoguan,
pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusyieghitungan
anggaran;

Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggwadpan
penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan
Kepegawaian Daerah;

Menghimpun, mengolah data dan menyusun prograna Keup
Bagian Keuangan;

Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegaavaigdnti

rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keualagamya;
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Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil gzelakn
program dan rencana strategis Badan Kepegawaiaaibae
Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan pereaa dan
laporan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olekre$ariat

sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelapan@mpunyai tugas:

1.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian PerencanealnaBi dan
Pelaporan;

Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan ikasird
dalam penyusunan rencana strategis pembangunamakepean
tingkat daerah;

Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja danaeaderja
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;

Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kegdsaas
sektoral;

Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen daapBehn
Badan Kepegawaian Daerah;

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi = penyusunamcarga

kegiatan tahunan pembangunan kepegawaian;

. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka

penyusunan bahan evaluasi dan laporan @ kegiatan nBada

Kepegawaian Daerabh;
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8. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepadpingim
dalam rangka pengendalian dan pengembangan penmzangu
bidang kepegawaian;

9. Melakukan evaluasi  pelaksanaan rencana dan program
pembangunan bidan kepegawaian;

10. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laponamyks

11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olekrefariat
sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Pengembangan dan KesejahteraafPegawai mempunyai
tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daeatam
mengumpulkan bahan penyusunan, perencanaan pegaveayusun
formasi, meningkatkan derajat profesionalisme, pemzpngan kualitas,
kesejahteraan pegawai, penghargaan dan tanda ¢ata embinaan
Pegawai Negeri Sipil;

b. Melaksanakan administrasi kompensasi pension seutan administrasi
pegawai tidak tetap;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mganjpungsi:

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai;

2. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan pegawai;

3. Pemrosesan susunan kepegawaian (formasi);
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Perencanaan dan pelaksanaan pengiriman diklat Redéegeri
Sipil;

Pemrosesan pengembangan kualitas sumber daya mamisk
tugas belajar dan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil

Pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasavdPeg
Negeri Siplil;

Penyusunan administrasi pension dan pegawai tetaf.t

Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai tkzndti

a. Sub Bidang Pengembangan Pegam@mpunyai tugas:

1.

Mengumpulkan bahan dan melaksanakan pengembangditagu
pegawai melalui program tugas belajar dan ijin jael®egawai
Negeri Sipil;

Mengumpulkan data dan membuat daftar nominatif joiéketh dan
pelatihan (DIKLAT) struktural dan fungsional gungeningkatan
derajat profesionalisme pegawai;

Melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaiaahjaz
Menyiapkan dan menyusun bahan formasi pegawai dan
administrasi penerimaan (perekrutan) pegawai;

Menyiapkan, menyususn bahan administrasi penuggiselnelajar
dan dispensasi pegawai;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepata Bidang
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sesuandadgag

tugasnya.



88

b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegaw@mpunyai tugas:

1. Mengumpulkan bahan serta penyelesaian adminisimalsiman
disiplin guna pembinaan pegawai, penghargaan dadatgasa
Pegawai Negeri Sipil;

2. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaig@ang
berhubungan dengan cuti, kartu suami/istri, asur&asehatan,
kartu pegawai, kartu identitas pegawai, tabungamaasi pensiun
dan tabungan perumahan;

3. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaigang
berhubungan dengan pensiun;

4. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaigmang
berhubungan dengan pegawai tidak tetap;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Bidang
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sesuandadgag
tugasnya.

d. Bidang Kepangkatan dan Penggajiarmempunyai tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Dadadam
penyelesaian administrasi kepegawaian yang berlgaimundengan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengendakapangkatan,
kenaikan gaji berkala, pelaksanaan administrasygmmian (impassing)
gaji Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan data hasililpian pelaksanaan
pekerjaan, penyusunan administrasi daftar urut nggetan dan

peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Badan Pegawai
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis kepangkatan dan pemgg&egawai
Negeri Sipil;

2. Pelaksanaan pengendalian kepangkatan Pegawai NEgjéri

3. Pemrosesan administrasi kepangkatan Pegawai N&igéri

4. Pemrosesan administrasi kenaikan gaji berkala Pagdlegeri
Sipil;

5. Pemrosesan administrasi penyesuaian (impassing)Pgaawai
Negeri Sipil;

6. Pemrosesan administrasi peninjauan masa kerja Redé@geri
Sipil;

7. Pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan paker|

8. Penyusunan administrasi Daftar Urut Kepangkatan Kpldan
jabatan.

Bidang Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari:
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Strukturedpneyai tugas:

1. Membuat perencanaan dan menyiapkan - prosedur - teknis
kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipktstral;

2. Menyiapkan bahan-bahan pengendalian kepangkataraweg
Negeri Sipil struktural;

3. Memproses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipiktsiral;
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Memproses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Stipiktural;
Memproses administrasi peninjauan masa kerja Pegslegeri
Sipil struktural;

Memproses administrasi penyesuaian (impassing) Beafawai
Negeri Sipil struktural;

Mengelola dan mengolah data hasil penilaian petaaa
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil struktural;

Memproses dan menyusun administrasi Daftar Urutaligkatan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepala Badan

Pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsionalpueyai tugas:

1.

Membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur  teknis
kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipgsional;
Menyiapkan bahan-bahan pengendalian kepangkataraw@eg
Negeri Sipil fungsional;

Memproses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipgsiamal;
Memproses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri fsipgsional;
Memproses administrasi peninjauan masa kerja Pegisegeri

Sipil fungsional,

Memproses administrasi penyesuaian (impassing) Baegawai

Negeri Sipil fungsional;

. Mengelola dan mengolah data hasil penilaian petaaa

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil fungsional;
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8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Badan
Pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Bidang Mutasi Jabatanmempunyai tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Dadaam
penyelesaian administrasi kepegawaian yang berlgaimundengan
administrasi jabatan struktural, administrasi jahat fungsional,
pengangkatan pemrosesan, sumpah janji Pegawai iN&gat serta
perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerahisstdan penempatan
Pegawai Negeri Sipil;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepalka Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Mutasi Jabatan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis administrasi jabatara®ag Negeri
Sipil;

2. Pemrosesan administrasi jabatan struktural;

3. Pemrosesan administrasi jabatan fungsional;

4. Pemrosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri @pilk
menjadi Pegawai Negeri Sipil;

5. Pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil;

6. Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil &#arah dan
Instansi;

7. Pembuatan perencanaan tentang penempatan Pegaweri Ne

Sipil;
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Bidang Mutasi Jabatan terdiri dari:
a. Sub Bagian Mutasi Jabatan Strukturaempunyai tugas:

1. Mempersiapkan kebijakan teknis yang berkaitan denga
administrasi jabatan struktural Pegawai Negeril Sipi

2. Menghimpun dan mengolah data kepegawaian PegawgerNe
Sipil sebagai bahan pembahasan Badan Pertimbaabatad dan
Kepangkatan untuk diusulkan dalam pengisian damaegkatan
jabatan struktural,

3. Memproses pengangkatan dan pemindahan PegawaiiNsigir
dalam jabatan struktural;

4. Menghimpun dan mengolah data kepegawaian PegawgerNe
Sipil sebagai bahan perencanaan pembinaan dan petem
Pegawai Negeri Sipil/unsur staf pada satuan kerjengkungan
Pemerintah Daerah;

5. Memproses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipiljadi
Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan sumpah Regawai
Negeri Sipil

6. Melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat structdead serah
terima jabatan struktural,

7. Melaksanakan penyelesaian pindah antar DaerahiBistaagi
Pegawai Negeri Sipil;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepalka Bidang

Mutasi Jabatan sesuai dengan bidang tugasnya.
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b. Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional mempunyastuga

1. Mempersiapkan - kebijakan teknis yang berkaitan denga
administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeril;Sipi

2. Memproses pengangkatan, pembebasan sementara gleaigan
kembali, impassing dan kenaikan jabatan fungsiosatta
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabataggional;

3. Menghimpun, memverifikasi dan mengolah  Daftar Usula
Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagai bahan ajpanetapan
Penilaian Angka Kredit (PAK);

4. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan astnaisi
jabatan fungsional;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Bidang
Mutasi Jabatan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Informasi Kepegawaianmempunyai tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Hoadaen
pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan verifikdata yang
berhubungan dengan data base kepegawaian, analiata d
kepegawaian/Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)aluasi
pelaporan data kepegawaian;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepalla Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pengumpula
pemutakhiran data dan pengelolaan data PegawariNgg#;

2. Pengelolaan dan analisis data pegawai dalam rangka
pengembangan karier pegawai;

3. Pelaksanaan pengendalian data base Pegawai Ngderi S

4. Pelayanan data, dokumentasi dan penyajian infornadasam
rangka membantu pengambilan keputusan;

5. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kemean
(SIMPEG);

6. Pengelolaan dan pengaktifan data arsip peroranggawi Negeri
Sipil (personal record office

7. Pelaporan data pegawai.

Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengolahan Dataempunyai tugas:

1) Menyiapkan prosedur teknis pengolahan data PegdNegeri
Sipil;

2) Mengumpulkan, menyiapkan bahan-bahan pengolahara, dat
memasukkan dan menganalisa data Pegawai Negelidaipm
rangka pengambilan keputusan;

3) Mengembangkan software Sistem Informasi Kepegawaian

(SIMPEG);
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4) Merencanakan, menyusun, membangun dan merawatapmogr
aplikasi bidang kepegawaian;

5) Melaksanakan pengelolaan, register dan pengendatiata
kepegawaian secara elektronik;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Badan
Informasi Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasmpunyai tugas:

1. Menyiapkan prosedur teknis pelayanan data Pegaege N Sipil;

2. Menyiapkan bahan-bahan laporan dan menganalisal hasi
pendataan, publikasi dan dokumentasi data secamaahmaupun
elektronik;

3. Merawat dan mengembangkan hardware Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG);

4. Melaksanakan koordinasi pendataan dengan satuaja kkr
lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Melaksanakan pengelolaan, perawatan, dokumentxgster dan
pengendalian data arsip perorangan Pegawai Neigdr{jgrsonal
record officé;

6. Melaksanakan kerjasama bidang Informasi Kepegawdérgan
lembaga/instansi/pihak swasta di luar Pemerintatbuldaten
Malang;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Badan

Informasi Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya
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g. Jabatan Fungsional

Selain lima bidang tersebut dalam susunan orgarBsa®n Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang terdapat Kelompok Jabatargstonal. Kelompok
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakegiae tugas Pemerintah
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakseudiirit dari
sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatagsfanal yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliandiyentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daetfalpkten Malang
diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Malang Né.Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian [Da&tapun bagan susunan

organisasi dapat dilihat pada gambar 4.
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Gambar 4
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupten Malang
Sumber: Data BKD Kabupaten Malang Agustus 2012
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Memperhatikan pada gambar 4, diketahui bahwa Bdtepegawaian
Daerah Kabupaten Malang memiliki satu sekretarmt @mpat bidang yang
terdiri dari bidang pengembangan dan kesejahtgregawai, bidang kepangkatan
dan penggajian, bidang mutasi jabatan dan bidafigrniasi kepegawaian.
Disamping itu, Badan Kepegawaian Daerah Kabupatalamg juga mempunyai
kelompok jabatan fungsional yaitu pegawai yang memgpi keahlian khusus
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perhanntiaerah sesuai dengan
keahlian masing-masing.

f) Susunan Personalia

Nama-nama pemangku jabatan dalam Badan Kepegaw2&arah

Kabupaten Malang terdiri dari:

Kepala Badan ;-

Sekretaris : Drs. Ainur Rofig Mansur
Kasubid Umum dan Kepegawaian : Ismanu, BSc
Kasubag Keuangan : Dra. Sri Purwatiningsih

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan StmisVahyudi

Kabid Informasi Kepegawaian : Choirul Huda, SE
Kasubid Penyajian Informasi dan Dokumen : Agoesh@ada, SH
Kasubid Pengolahan Data : Agustien Purwaningisim,

Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai: Hemugroho, SH, MM
Kasubid Pengembangan Pegawai : M.Firmansjah Aliatiy$P

Kasubid Kesejahteraan Pegawai - Hari Wuryantq, \B13i
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5) Kabid Mutasi Jabatan : Yudhi Hindharto,ST, M.Si
a. Kasubid Mutasi Jabatan Struktural : Drs. Zainhidin

b. Kasubid Mutasi Jabatan Fungsional : Ahmad BudigSos,MM
6) Kabid Kepangkatan dan Penggajian : Drs. Sumardi, M/

a. Kasubid Kepangkatan dan Penggajian Struktural — : Bné& Suryani
b. Kasubid Kepangkatan dan Penggajian Fungsional i:$teprayogi, SE
g) Keadaan Umum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabagen
Malang
Jumlah Pegawai 62 (enam puluh dua) dan tenagaakoBti(tiga) orang
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malangselanuh personil 65
(enam puluh lima) orang dengan rincian:
1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsarB&e&pegawaian
Daerah (BKD) Kabupaten Malang sesuai dengan struktganisasi yang telah
ditetapkan, maka perlu didukung sumber Daya Apar@agawai Negeri Sipil)
yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi tersedbktdari segi kualitas
maupun kuantitas. Berdasarkan data yang penelitlglfe Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Kabupaten Malang didukung dengan pegayang cukup

memadai yaitu 67 personil dengan tingkat pendidgetragai berikut:
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Tabel 2
Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupatévialang
Tahun 2012
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 S2 7 11%
2 S1 31 48%
3 D-IV - 0%
4 Sarmud/ D-3 7 11%
5 SMA 20 30%
6 SMP - 0%
Jumlah 65 100%

Sumber: Data BKD Kabupaten Malang 2012

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa dari total 6Gawai Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, jumlah peggamag berpendidikan
Sarjana Strata 2 (S2) berjumlah berjumlah 7 or&agjana Strata 1 (S1) adalah
31 orang, Diploma 3 berjumlah 7 orang dan SMA belg@h 20 orang. Dari data
tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan déspmian Daerah
Kabupaten Malang paling banyak berpendidikan Sarj&trata 1 (S1) yaitu
sebanyak 31 orang.

2) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangksiesninan kepegawaian dan
digunakan sebagai dasar penggajian. Berdasarkarnydag diperoleh peneliti di
Badan Kepegawaian Kabupaten Malang, golongan killsddgolongan dengan

jumlah paling banyak jika dibandingkan dengan gg#ém yang lain yaitu 33
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orang. Hal ini dikarenakan pada tingkat ini palivanyak dibutuhkan pegawai

dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai staf.

Pada tabel 3, dari total jumlah pegawai Badan Kawegn Daerah

Kabupaten Malang dengan golongan |V adalah 3 omwigngan Il sebanyak 39

orang, golongan Il ada 20 orang. Sedangkan pegawaga kontrak atau non ada

3 orang. Keseluruhan data pegawai Badan KepegawRaarah Kabupaten

Malang berdasarkan pangkat/golongan adalah sebaghit:

Tabel 3

Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupatévialang

Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2012

No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah Persentas
1 Golongan IV 3 5%
Pembina Utama Madya - -
Pembina Utama Muda - T
Pembina Tingkat | 1 2%
Pembina 2 3%
2 Golongan Il 39 60%
Penata Tk | 7 11%
Penata | 8 12%
Penata Muda Tk | 8 12%
Penata Muda 16 25%
3 Golongan I 20 31%
Pengatur Tk | 4 6%
Pengatur | 11 17%
Pengatur Muda Tk | 3 5%
Pengatur Muda 3%
4 Golongan | é J

Juru Tk |
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Juru

Juru Muda Tk |

Juru Muda - -
5 T.Kontrak/Non Golongan 3 5%
Jumlah 65 100%
Sumber: Data BKD Kabupaten Malang Agustus 2012

3) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabnpdalang

berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita dapgaditabel 4.

Tabel 4
Komposisi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupate

Malang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Pria 39 60%
2 Wanita 26 40%
Jumlah 65 100%

Sumber: Data BKD Kabupaten Malang Agustus 2012
Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui babméah pegawai pria di
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ada &8godan wanita

sebanyak 26 orang. Dari data tersebut terlihat Bghmlah Pegawai Negeri Sipil

pria lebih banyak dibandingkan Pegawai Negeri Sygihita

4) Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malangang
sudah mengikuti diklat

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sudah mengikuti
diklat dapat dilihat tabel 5.
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Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malangapg Sudah
Mengikuti Diklat Tahun 2012

No Nama Latihan Jabatan
/ _ Diklatpim IV 2002
1. Drs. Ainur Rofig Mansur _ _
Diklatpim Il 2007
_ ADUM 2000
2. Drs. Sumardi, MM _ _
Diklatpim [l 2009
_ ADUM 1997
3. Choirul Huda, SE _ :
Diklatpim [l 2005
ADUM 1995
4. Dra. Sri Purwatiningsih ADUMLA 1999
Diklatpim [l 2003
5. Heru Nugroho, SH, MM Diklatpim 1V 2007
o : Diklatpim IV 2007
6. Yudhi Hindharto, ST, M.Si _ _
Diklatpim Il 2012
7. Ismanu, Bsc Diklatpim 1V 2000
8. Agustien Purwaningrum, SP Diklatpim 1V 2012
9. M. Firmansjah Amirullah, SP. MT Diklatpim IV 201
10. Hari Wuryanto, SH, M.Si Diklatpim IV 2000
11. Drs. Suri Wahyudi Diklatpim IV 2010
12. Ahmad Budianto, S. Sos, MM Diklatpim IV 2008
13. Agoes Soehanda, SH Diklatpim IV 2010
14. Drs. Zainal Abidin Diklatpim IV 2012
15. Dra. Anik Suryani Diklatpim 1V 2012
16. Hari Soeprayogi, SE Diklatpim IV 2012

Sumber: Data BKD Kabupaten Malang Agustus 2012

.Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwgavpe Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang sudahikuagindiklat sebanyak

16 orang.
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B. Penyajian Fokus Data

1. Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkadkan Kinerja
Pegawai
a. Penentuan Kebutuhan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Adminigitegara Nomor 193
Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pendidikan Danili®eialabatan Pegawai
Negeri Sipil dalam pasal 4 menyebutkan “Identifikeebutuhan Diklat dilakukan
melalui analisis kebutuhan Diklat dengan membardingkompetensi yang
dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi gandiki pegawai yang
bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugaseriptahan dan
pembangunan. Identifikasi Kebutuhan Diklat mengapdlan gambaran
kekurangan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugam pemerintahan
dan pembangunan. Identifikasi kebutuhan Diklat mpakan dasar untuk
merancang suatu program Diklat.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemuypalke Bidang Diklat
Fungsional Kabupaten Malang yakni Bapak Drs. Nadigitamo, MAP yang dapat
diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2012 berkaitargan analisis kebutuhan
diklat komentarnya sebagai berikut:

“Kebutuhan diklat setiap SKPD itu dianalisis untakngetahui diklat apa

saja yang dibutuhkan oleh pegawai dan instansiel@etitu diajukan

anggaran untuk melakukan diklat yang dibutuhkamuratidak semua
diklat tersebut diselenggarakan karena keterbatsggaran. Kita melihat
diklat apa yang dibutuhkan, baru bisa menentuk&tatdapa yang harus
dilaksanakan. Analisis kebutuhan diklat ini berdesa kebutuhan

pegawai dan instansi berdasarkan jabatan dan pekegang sedang
dijalankan”.
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Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak IsmBfg¢ pada
tanggal 22 November 2012 dengan penjelasan sebeuait’
“Penentuan kebutuhan Diklatpim yang saya ikuti sussuai antara apa
yang saya butuhkan dan apa yang kantor butuhkaalistskebutuhan ini
berdasar jabatan dan pekerjaan saya di kantor.dDeadanya penentuan
kebutuhan diklat ini dapat menghasilkan programlatliyang disusun
sesuai dengan kebutuhan dan bisa menambah mopessirta diklat
dalam mengikuti diklat karena sesuai dengan miaatkébutuhannya.”.
Dengan adanya penentuan kebutuhan pegawai danisagaini akan
menunjang keberhasilan organisasi dalam meningkdlalitas penyelenggaraan
diklat. Sehingga kebutuhan diklat harus selaluatjpgmkan, direncanakan secara
matang dengan mempertimbangkan kebutuhan organksdmsituhan jabatan dan
kemampuan masing-masing pegawai serta kebutuhas ¢gklat, biaya, dan
pegawai yang mengikutinya. Selain itu, dengan dadaya analisis kebutuhan
diklat maka bidang diklat mengetahui kebutuhan pegadan organisasi agar
dapat meningkatkan kompetensi untuk menunjang jsekerya dan untuk

meningkatkan kinerja pegawai.

b. Sasaran Pelatihan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga AdminisiMagiara Nomor 7
Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Pengaleag Pendidikan
dan Pelatihan dalam pasal 3 menyebutkan “Sasatkdat didalah terwujudnya
PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengamsypeatan dan jabatan
masing-masing. Sedangkan tujuan dari diklat adailehingkatkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat malzdsan tugas jabatan secara
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profesional dengan dilandasi kepribadian dan d?i& sesuai dengan kebutuhan
instansi.

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara pemniia tanggal 7 Agustus
2012 dengan Kepala Bidang Diklat Fungsional Kabapdflalang yakni Bapak
Drs. Noerhadiyono, MAP, yang menjelaskan bahwa :

“Sasaran diklat adalah untuk meningkatkan kompeétbagi pegawai

selaku peserta diklat dan bagi organisasi adalalnkumeningkatkan

kinerja dan peningkatan kemampuan atau keahlianavpsg untuk

menunjang pekerjaannya agar dapat menyelesaikarjpak lebih cepat

atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sehidgggan penentuan

kebutuhan pelatihan yang tepat maka sasaran ddai diu sendiri akan

bisa tercapai. Sasaran diklat disini lebih diptamkan pada peningkatan

kompetensi pegawai’.

Selanjutnya menurut Kasubag Umum dan Kepegaw&apak Ismanu,
BSc pada tanggal 7 Agustus 2012, menyatakan bahwa:

“Diklat mempunyai sasaran yaitu agar pekerjaan ddpakukan secara

lebih cepat dan lebih baik. Selain itu diklat judgpat meningkatkan rasa

tanggungjawab. Terwujudnya PNS yang memiliki korapst yang sesuai

dengan persyaratan dan jabatan masing-masing”

Sasaran diklat ini memperhatikan analisis kebutudiklat dan tujuan dari
diklat itu sendiri. Sehingga sasaran dari diklalak untuk meningkatkan kinerja

pegawai di bidang pekerjaan masing-masing yanglthemya saat ini.

c. Evaluasi Program Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tal00 Zentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai NegetiP3igal 27 b bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi penyelemmgadan kesesuaian
Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkasiliya kepadan Instansi

Pembina.
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Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan aiuBiklatpim [V
2000, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Isma8a, fada tanggal 25
September 2012 dengan penjelasan sebagai berikut”

“Setelah mengikuti diklatpim 1V, saya merasakanviialapa yang selama

ini saya lakukan sesuai dengan kewajiban dan tamgggwab saya masih

banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga sayaarégridengan
mengikuti diklatpim ini, kinerja saya lebih baikgia Tetapi sesungguhnya
itu semua tergantung dari individu masing-masing”.

Selanjutnya menurut Kasubid Mutasi Jabatan StraktuDrs Zainal
Abidin, alumni Diklatpim IV 2012, pada tanggal 26@ember 2012 bahwa:

“Kapasitas saya sebagai staf yang akan diproyeksikenduduki jabatan

struktural eselon 1V sehingga saya diikutsertakatard Diklatpim IV.

Hasil mengikuti Diklatpim IV tersebut, saya memgelo bekal ilmu,

wawasan, etika dan perilaku sebagai bekal untukdourki jabatan

struktural eselon 1V”.

Dari komentar tersebut menunjukkan bahwa prosesbekajaran di
Diklatpim IV sangat bermanfaat bagi pengembangamg@@huan dan
kemampuan PNS yang bersangkutan, yang mana haldani berdampak terhadap
pelaksanaan tugas di Instansi yang bersangkutarmgadeadanya diklat juga, itu

sangat berpengaruh pada kinerja pegawai tersebetlihdt juga adanya

perubahan sikap dan perilaku pada pegawai yandiuetaah mengikuti diklat.
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2. Evaluasi Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai
a. Reactions

Reaksi (bagaimana perasaan partisipan terhadaprapmpgdimana
pengukuran reaksrdaction) biasanya terfokus pada perasaan partisipan t@phad
subyek pelatihan dan pelatih, saran perbaikan dplagram dan tingkat bantuan
pelatihan terhadap pelaksanaan pekerjaan mere&eadebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemuuKiasMutasi Jabatan
Struktural, Drs Zainal Abidin, alumni Diklatpim I\2012, pada tanggal 25
September 2012 bahwa:

“Ketika saya mengikuti Diklatpim 1V, menurut sayatari yang diajarkan

oleh pelatih tidak membosankan, itu semua karenarimgang diajarkan

sesuai dengan bidang tugas saya di kantor. Sehisgga merasa
termotivasi mengikuti diklat tersebut karena sesd@ngan kebutuhan
saya.”

Begitu juga pendapat dari Kasubid Kepangkatan damg@ajian
Struktural, Dra Anik Suryani, alumni Diklatpim V022, pada tanggal 25
September 2012, yang menyatakan bahwa:

“Pelatih diklat cukup menguasai keterampilan, sghan kami selaku

peserta diklat dapat mengikuti diklat dengan baik dapat memahami

program diklat tersebut. Materi diklat juga sesiengan kebutuhan”

Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Ism@8a, alumni
Diklatpim IV, pada tanggal 25 September 2012:

“Setelah mengikuti Diklatim IV, materi yang diajark oleh pemateri bisa

saya pahami dengan baik. Ini dikarekan karena mmaenyampaikan

materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan nyateg diajarkan
pada diklat yang saya ikuti juga mudah dicerna pleterta diklat”
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Dari penjelasan tersebut di atas disimpulkan bateaisi peserta diklat
mengenai program, materi dan pelatih sudah cukup damana peserta diklat
sudah cukup antusias dengan program diklat kareatarndiklat sesuai dengan
kebutuhan mereka. Pelatih juga sudah cukup menigkesaampilan, sehingga
menyampaikan materi dengan mudah dimengerti olsértzediklat.

b. Learning

Belajar (pengetahuan, keahlian dan sikap yang aliglersebagai hasil
pelatihan). Ukuran pembelajaran menilai sejauh mpagisipan menguasai
konsep, informasi dan keahlian yang coba ditanamkafama pelatihan.
Pengetahuan dan keahlian yang diperoleh atau gé@p berubah akibat program
pelatihan haruslah dievaluasi dengan menggunakaertellis atau observasi.

Menurut Kasubid Kepangkatan dan Penggajian Fungkiondari
Soeprayogi, SE, alumni Diklatpim 1V 2012 pada tealghi7 Sepetember 2012,
menyatakan bahwa:

“Pada saat saya mengikuti diklat, saya bisa memedengan mudah dan

baik pelatihan yang disampaikan oleh pelatih, sgfanbanyak peserta

diklat yang juga ikut berpartisipasi secara alddtsmengikuti pelatihan.”

Hampir sejalan dengan pernyataan di atas, Kasubifydtahan Data,
Agustien Purwaningrum SP, alumni Diklatpim IV 201fada tanggal 25
September 2012, menyatakan bahwa:

“Program diklat yang disampaikan oleh pelatih sesigamgan apa yang

kita butuhkan, sehingga peserta diklat sungguh gumglalam mengikuti

diklat karena keterampilan yang diajarkan pelatbagai bekal yang
nantinya digunakan untuk menyelesaikan pekerja&amtor.”

Sejalan dengan apa yang dikatakan Kasubid Kepeaaglkttn Penggajian

Struktural, Dra Anik Suryani pada tanggal 25 Sefen2012, menyatakan:
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“Setelah mengikuti diklat, wawasan saya di dunigakgadi lebih luas,
sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan dirkdaetman baik dalam
waktu yang lebih cepat. Rasa tanggung jawab teph@ekerjaan juga
lebih tinggi”

Berdasarkan = penjelasan di atas dapat disimpulkahwda proses
pembelajaran pada pelaksanaan diklat sudah culaktifefarena peserta diklat
juga cukup berpartipasi secara aktif pada saat ietigelatihan. Peserta diklat
juga dapat dengan mudah menerima pelatihan yarmgngeikan dalam diklat
tersebut sehingga mereka juga dengan mudah meaieiepekerjaan mereka.

c. Behaviors

Perilaku (perubahan yang terjadi pada pekerjaaagselakibat pelatihan).
Evaluasi perilaku dari program pelatihan memerikapakah partisipan
mengindikasikan adanya perubahan perilaku dalarergeln mereka. Mengukur
perubahan perilaku pada pekerjaan lebih sulit ddapmengukur reaksi atau
pembelajaran karena faktor selain program pelatilapat pula dipengaruhi
peningkatan kinerja.

Berhasil ditemui, Kabid Mutasi Jabatan, Yudhi Hiadb, ST, M.Si,
alumni Diklatpim Il 2012, pada tanggal 25 Septem®012, menyatakan bahwa:

“Setelah mengikuti diklat, saya bisa menerapkatemdiklat yang sudah

disampaikan oleh pelatih ke dalam pekerjaan sagain§ga saya bisa

menyelesaikan pekerjaan saya dengan lebih efeidifena saya bisa
menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu dan Ibhik lagi dari
sebelumnya.”

Demikian juga menurut Kasubag Umum  dan KepegawaBapak

Ismanu, BSc pada tanggal 25 September 2012 demygelasan sebagai berikut:

“Dengan mengikuti Diklatpim 1V, saya mendapatkanyzk wawasan dan
keterampilan buat bekal dalam pekerjaan saya dga Isisa melakukan
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pekerjaan saya yang dahulunya saya tidak bisa dambmendapatkan
dari diklat sebelumnya dan sekarang saya mampuwkuoielanya.”

Sejalan dengan apa yang dikatakan Kasubid Kepeaeglktetn Penggajian
Struktural, Dra Anik Suryani pada tanggal 25 Sejen2012, menyatakan:

“Dengan mengikuti diklat, pegawai sudah banyak raéarmgi perubahan

yang positif. Misalnya dilihat dari ketaatan paegawai dalam menaati

jam kerja, mereka masuk tepat waktu dan mengisiep®. Begitu juga
pada jam pulang kerja. Ini sedikit banyak mempeanigartingkat
kepatuhan dan disiplin dari para pegawai.”

Hampir sejalan dengan pendapat di atas, Kasubidamgkatan dan
Penggajian Fungsional, Hari Soeprayogi, SE, aluBiklatpim IV 2012 pada
tanggal 17 Sepetember 2012, menyatakan bahwa:

“Diklatpim tingkat IV dapat meningkatkan kompete&NS antara lain
dalam bidang kepemimpinan, manajemen publik damgsgbya, tetapi
bagaimana penerapannya sehari hari setelah mengilklat tersebut,
adalah kembali kepada motivasi dari peserta dikllam kaitannya
dengan PNS tersebut yang dapat saya lihat adajaditperubahan baik
dalam sikap dan perilaku PNS menjadi lebih baikam@nlain ditandai
dengan peningkatan pada kemampuan berkomunikashemean
prioritas pekerjaan sehingga selesai tepat waktu.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkawadaerilaku peserta
diklat sudah ada perubahan ke arah positif. Pesiiklat dapat melakukan
pekerjaan mereka lebih baik setelah mengikuti elatdan juga peserta dapat
menerapkan apa yang dipelajari di pelatihan kendglekerjaan mereka. Mereka
juga mampu melakukan pekerjaan yang dulunya metielek bisa kerjakan.

Berarti disini pelaksanaan diklat sudah cukup dfekarena ada perubahan

perilaku peserta yang positif.
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d. Organizational Result

Hasil (dampak pelatihan pada keseluruhan aktivibaganisasi atau
pencapaiannya pada tujuan organisasional). Hasig ypaling sulit untuk
dihubungkan dengan pelatihan adalah peningkatati\éfas organisasional. Ada
beberapa penjelasan alternatif atau hasil baru.enr€ar kesulitan dalam
mengidentifikasi hasil baru ini, banyak anggota amigasi membenarkan
pelatihan dengan menganggap bahwa pelatihan dayeipdsangan mempunyai
dampak terhadap efektivitas organisasional.

Menurut Kasubid Mutasi Jabatan Struktural, Drs ZhiAbidin, pada
tanggal 25 Sepetember 2012, menjelaskan bahwa:

“Setelah mengikuti diklat, saya sedikit mampu metigasikan teori yang

diajarkan pelatih dalam melaksanakan pekerjaana §aya merasa ada

peningkatan kemampuan dari pribadi saya untuk mesgian pekerjaan.

Menurut saya keterampilan dan pengetahuan yang pengeh sangat

bermanfaat buat saya”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kasubid PergolBlata, Agustien
Purwaningrum SP, alumni Diklatpim 1V 2012, padaggal 25 September 2012,
menyatakan bahwa:

“Terjadi perubahan pada kemampuan PNS sesudah koéngjiklat, hal
ini terbukti dengan kemampuan PNS vyang bersangkutgruk
menetapkan prioritas pekerjaan dan mengatasi nas@aalah yang
timbul. Selain itu, dari segi keterampilan jugadtgrat peningkatan
misalnya kemampuan membuat perencanaan kerja dayusun laporan
kerja.”

Selanjutnya menurut Kabid Mutasi Jabatan, YudhidHarto, ST, M.Si,
alumni Diklatpim 111 2012, pada tanggal 25 Septem®012, menyatakan bahwa:

‘Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh positif ®@apapegawai yang
telah mengikutinya, dimana terjadi perubahan yaagad dilihat pada
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timbulnya sikap disiplin, mandiri, loyalitas dan myesuaikan diri.
Penerapan hasil diklat dapat dilakukan secaralparla

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkanpala dari suatu
pelatihan yang mengidentifikasikan suatu diklasebut efektif atau tidak yaitu
dilihat dari hasil akhir atau perbandingan sebedtau sesudah seseorang tersebut
mengikuti diklat apakah terjadi peningkatan kemaampwpada peserta diklat
tersebut.

e. Cost Effectivity

Dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yahgbdikan bagi
program pelatihan, dan apakah besarnya biaya ydlatihan tersebut terhitung
kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul germasalahan yang dialami
oleh organisasi.

Menurut Kasubid Kepangkatan dan Penggajian Straktudra Anik
Suryani, menjelaskan bahwa:

“Diklatpim merupakan suatu prasyarat untuk mendudulatu jabatan

struktural, sehingga mau tidak mau apapun alasapagla setiap tahun,

Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk memlipuagram

anggaran untuk pengiriman diklat. Menurut sayagaren tersebut sudah

sebanding dengan apa yang kita peroleh dari progli&tat itu sendiri.

Karena hasil dari diklat itu sendiri tidak lain &ta peningkatan kinerja

dan bertambahnya pengetahuan serta keterampilanpéserta diklat.

Oleh karena itu kita dengan mudah dan cepat jugayehesaikan

pekerjaan.”

Hampir sejalan dengan pendapat di atas, Kasubidarkgqatan dan
Penggajian Fungsional, Hari Soeprayogi, SE, aluBiklatpim 1V 2012 pada
tanggal 17 Sepetember 2012, menyatakan bahwa:

“Diklatpim tingkat IV dapat meningkatkan kompete&NS antara lain

dalam bidang kepemimpinan, manajemen publik damgsgbya, tetapi
bagaimana penerapannya sehari hari setelah mengilklat tersebut,
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adalah kembali kepada motivasi dari peserta dikklam kaitannya

dengan PNS tersebut yang dapat saya lihat adajaditperubahan baik

dalam sikap dan perilaku PNS menjadi lebih baika@@nlain ditandai
dengan peningkatan pada kemampuan berkomunikasnemean
prioritas pekerjaan sehingga selesai tepat wakanuvut saya, biaya yang
dikelurkan untuk pelaksanaan diklat sebanding dengasil yang
didapatkan”

Dapat disimpulkan bahwa diklatpim merupakan kebamulyang harus
diikuti untuk menduduki suatu jabatan srukturahisgga mau tidak mau apapun
alasannya harus diprogramkan anggaran untuk memefbutuhan diklat
tersebut. Anggaran dari program diklat sebandinggde apa yang diperoleh dari
diklat itu sendiri. Karena hasil dari pelaksana#thatl tersebut adalah peningkatan
kinerja pegawai dalam bidang tugasnya masing-masing

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pendidian dan

Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan pemikiréantgpendidikan dan
pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupatafaniyl diperoleh
beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksatidat dan diharapkan
dapat ditemukan solusi pemecahannya.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam meningkatkametga pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

Adanya Peraturan Pemerintah  Nomor 101 Tahun 200@arig
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeli Bimana diklat
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang dikenluuntuk

melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
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2. Motivasi
Adanya indikator ~motivasi pegawai antara lain: a@anrasa
keingintahuan, kenaikan pangkat/jabatan bagi peiggavey mengikuti
diklat, penghargaan atas hasil kerja yang memuagieamginan untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keapégawai
serta adanya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.

Menurut Kabid Mutasi Jabatan, Yudhi Hindharto, SWI,Si, alumni

Diklatpim Il 2012, pada tanggal 25 September 20@&nyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sa&th faktor yang

mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan dafatipan yaitu

adanya motivasi dalam diri pegawai itu sendiri emntdain rasa

keingintahuan, keinginan untuk mengembangkan pahganh dan

keterampilan, serta adanya rasa tanggung jawahdaphpekerjaan”

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkinerja

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan tersetalsé :

1. Anggaran Diklat
Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan pBddan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sehingga belamua
pegawai mengikuti diklat. Diklat yang dianggarkaatiagp tahunnya
adalah diklat prajabatan dan diklat kepemimpinatasgkan diklat
yang lainnya tidak setiap tahun dianggarkan kaketerbatasan dana
yang dimiliki.

Berkaitan dengan faktor penghambat diatas, pengliia telah

mewawancarai Bapak Ismanu, BSc sebagai Kepala SgaB Umum dan

Kepegawaian yang dilaksanakan 28 Oktober 2012 bahwa
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“Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yangjade kendala
adalah jumlah anggaran yang terbatas. Walaupunaekaudah ada
badan diklat sendiri, tetapi masalah anggaran masinjadi
permasalahan utama dalam pelaksanaan pendidikanpelatihan.
Sehingga sebagian pegawai ada yang menduduki glztan dulu
baru bisa melaksanakan diklat.”

Berdasarkan komentar diatas, bisa dilihat bahwhatasnya anggaran
merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaandiksdidan pelatihan pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

C. Pembahasan

Setelah data yang terkumpul selama kegitan peareldisajikan, maka
pada bagian ini penulis akan melakukan analisainta@pretasi data yang telah
diperoleh tersebut. Menganalisis berarti melakul@oses penyusunan data
terhadap hasil analisa, menjelaskannya, dan menghikbnnya dengan konsep
yang ada. Analisis data dalam penelitian ini difkan pada efektivitas
pendidikan dan pelatihan pada Badan KepegawaiamaDdeabupaten Malang
dan faktor pendorong dan penghambat efektivitasligg@an dan pelatihan pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang N@®@cofFahun 1999
yang telah diperbarui dengan Undang-Undang NomorTdBun 2004 yang
kemudian dirubah lagi dalam Undang-Undang NomorTaBun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahd@¥4 ZTentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi yang luas disegsgeek pemerintahan dari
pusat sampai dengan desa/kelurahan. Seiring demgéikasi kebijakan otonomi

daerah dan konsep baru paradigma pemerintahan, lghilg menitik beratkan

pada aspek demokratisasi, pemberdayaan masyadakapelayanan masyarakat
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prima, maka implikasi yang muncul yaitu tuntutanp&ea semua tingkatan
organisasi untuk lebih berkualitas, produktif damf@sional menjadi semakin
besar.

Melihat kembali pada latar belakang penelitian idielaskan bahwa
tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Perabukadang-Undang Dasar
Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsanésia dalam seluruh
tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahtermaam, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertilbmia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sd@#&m rangka mencapai
tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utamaes daya manusia aparatur
negara mempunyai peran sangat strategis dalam méagetugas pemerintahan
dan pembangunan. Demikian pula pegawai negerispiy) bekerja pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga sangaemheian dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bieyakv Kabupaten
Malang pada umumnya dan Badan Kepegawaian Daetalsehdiri pada
khususnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem yaaig yang harus dimiliki
oleh setiap organisasi, seperti yang diungkapkah dlotoatmodjo (2003:2)
bahwa sebuah instansi harus didukung oleh sumbgx deanusia yang cukup
karena sumber daya manusia sangat berperan dalanjalam&kan usaha atau
kegiatan di dalam instansi tersebut. Berdasarkan tersebut, sumber daya
manusia merupakan sesuatu yang penting dan pokidlain organisasi maupun
instansi sebagai penyelenggara dalam mencapaintjaa sasaran, sehingga

keberadaan dari sumber daya manusia ini harususdipérhatikan dan terus
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dikembangkan melalui pembinaan-pembinaan yang sslamya adalah melalui
pendidikan dan pelatihan.

Sosok PNS yang diharapkan dalam uapaya mencapsntujasional
adalah PNS yang memiliki kompetensi, penuh kesgtidan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negaraatd&s Republik
Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, bgedguna, sadar dan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi n@syadan abdi negara di
dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut, dik@nlypendidikan dan
pelatihan yang mengarah pada :

a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yangidmasi pada
kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah ai

b. Peningkatan kompetensi teknis, menejerial, danleggemimpinannya.

c. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitatafsanaan tugas yang
dilakukan dengan semangat kerja sama dan tangguwadpjsesuai dengan
lingkungan kerja dan organisasinya (Undang-Undangdf 101 Tahun
2000).

Keadaan pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawdaerah
Kabupaten Malang, jika dilihat dari jumlahnya cukey@madai, yang mana ini
dapat dilihat dari jumlah pegawai negeri sipil yabgrada pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang per bagiarardinsetiap bagian atau
bidang memiliki pembagian pegawai yang sama. Denpsnlah tersebut
diharapkan mampu memenuhi tugas-tugas pemerin@draimpembangunan yang

diembankan kepada mereka sehingga diharapkan menakapu memenuhi

tugas-tugas perkantoran.
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Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah pegawai eegsipil yang berada
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malangpalimy banyak adalah
berpendidikan Sarjana dan SLTA karena memang peggma berpendidikan
Sarjana dan SLTA yang paling banyak dibutuhkanrdgdanyelenggaraan tugas-
tugas perkantoran yang dilakukan oleh Badan KepaigamDaerah Kabupaten
Malang.

Sesuai kondisi yang telah digambarkan diatas mesekaua khususnya
pegawai negeri sipil pada ruang lingkup Badan Kepegan Daerah Kabupaten
Malang diharapkan mampu untuk menjalankan tugasfulagsinya dengan baik
dan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulanudaian diatas adalah suatu
pemerintahan itu biasanya berbentuk kerucut dinsemaakin ke bawah maka
pegawainya semakin banyak sedangkan semakin kenatesjumlah pegawainya
akan semakin sedikit.

1. Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkdkan Kinerja
Pegawai

Mengingat kembali teori tentang pemerintahan dageaty berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemhbeantaDaerah dan
kemudian dirubah lagi dalam Undang-Undang Repubitkonesia Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangrAdnNamor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah sapemgituran pelaksanaannya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20@nig®edoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahgatur bahwa

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemetaaeih, meliputi :
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1. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan

2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanm@han

3. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi

4. Pendidikan dan pelatihan

5. Perencanaan, penelitian dan pengembangan, sertanfmman dan
evaluasi.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pgumzen sangat
tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri gpagai unsur aparatur negara
meskipun telah ada rencana pembangunan yang tedmmhrealistis, serta
tersedianya dana pembangunan yang cukup, tetapippka pelaksananya yang
antara lain adalah pegawai negeri sipil tidak maroptuk menjalankan dan
melaksanakan tugasnya dengan baik maka rencanaapgurtan tersebut tidak
diinginkan, oleh karena itu dalam rangka untuk memtbk pegawai negeri sipil
yang dapat diandalkan perlu untuk dilakukan pendnrdan pengembangan.

Sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya maviesizrut Hasibuan
(2005:21) meliputi perencanaan, pengorganisasiangqrahan, pengendalian,
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegragi@meliharaan,
kedisiplinan, dan pemberhentian. Pengembangimve(opment adalah proses
peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konsaptan moral karyawan melalui
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatyerg diberikan harus sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan masa sekarang maupardejzen.

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan  bahwatingrema

pengembangan sumber daya manusia karena bertujoiatk meningkatkan
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kemampuan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasuk itu diperlukan
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pafatidntuk meningkatkan
kinerja pegawai maka diperlukan pendidikan dantpela untuk meningkatkan
kompetensi dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil $esuggan bidang tugasnya.

Upaya-upaya pembinaan dan pengembangan pegawain dalagka
meningkatkan kinerja salah satunya dengan pelaisan@endidikan dan
pelatihan. Dimana diklat ini berorientasi pada @payeningkatkan keterampilan,
kemampuan dan pengetahuan di bidang tertentu &fardPBadan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang mampu melaksanakan tugatdggungjawab yang
diembannya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengarantupendidikan dan
pelatihan, adapun manfaat dari pendidikan dan ipatatmenurut Wursanto
(1989:60) adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitampei

2. Pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki caja begawai

3. Dengan pendidikan dan pelatihan pegawai dapat bmo&keg dengan
cepat, efisien dan melaksankan tugas dengan baik

4. Dengan pendidikan dan pelatihan berarti pegawairdkesempatan untuk
mengembangkan diri.

Sesuai dengan teori di atas, manfaat yang samadipgaoleh pegawai
setelah mengikuti diklat yaitu dapat meningkatkangetahuan, keterampilan
serta keahlian perorangan dalam rangka peninghkat@na pegawai itu sendiri.
Sehingga pegawai yang telah mengikuti diklat dapeiih cepat dalam
menyelesaikan pekerjaannya dan kinerjanya akah bebk lagi.

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malaelymb

seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal disebabkan faktor

anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan pendid&arpelatihan, sehingga
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Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sendunb mampu
mengirimkan seluruh pegawainya untuk mengikutiatikl entunya hambatan ini
berdampak pada kinerja pegawai, dimana pegawai pahgn mengikuti diklat
belum mampu mengembangkan potensinya secara makkitaen melaksanakan
tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Mengingat pegawai merupakan sumber daya manusig geerupakan
faktor utama dalam tercapainya tujuan organisasierkia faktor manusia
merupakan penggerak dalam tercapainya tujuan a@sinsecara efisien dan
efektif. Sebaliknya dapat pula menjadi faktor pexlghg ke arah tercapainya
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal inmpenyai arti bahwa jika para
pegawai negeri sipil itu dibina dan dikembangkangds sebaik-baiknya maka
tujuan suatu organisasi itu dapat dengan mudabgertetapi kalau para pegawai
negeri sipil itu tidak dibina dan dikembangkan demdaik maka pegawai itu
sendiri yang dapat menjadi penghambat dalam targyat tujuan suatu organisasi.

Melihat permasalahan tersebut maka Badan Kepegawd&@aerah
Kabupaten Malang melalui badan diklatnya telah paya untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sigihgkungan Kabupaten
Malang agar menjadi pegawai yang berkualitas dafepional yaitu pegawai
yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kegtdiagetahuan, keterampilan
dan kecakapan yang dimiliki untuk mendukung pekerjgang ada di instansinya,
bertanggung jawab terhadap pekerjaannya serta fengada pemerintah dan

masyarakat.
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Pendidikan dan pelatihan juga diperlukan dalam kangiemberikan
pengetahuan, keterampilan dan peningkatan kinerjakumencapai kompetensi
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawaiwu&eal diatas dilakukan
dengan harapan kinerja pegawai dapat meningkattalaggung jawab dalam
pekerjaan dapat terselesaikan.

Manfaat atau hasil yang didapat dalam pendidikam gelatihan
dipengaruhi oleh motivasi pegawai untuk mengiketgidikan dan pelatihan dan
juga dipengaruhi oleh adanya keterkaitan antardigéan dan pelatihan dengan
bidang yang dikerjakan. Sedangkan dorongan pegawduk mengikuti
pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkangetahuan, keahlian,
keterampilan dan kompetensi yang mendukung untukyeiesaikan pekerjaan di
kantor.

Proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatiharadatn:

a. Penentuan kebutuhan

Merupakan kenyataan bahwa anggaran yang harusiakaed untuk
membiayai kegiatan pendidikan dan pelatihan merapdieban bagi organisasi.
Oleh karena itu perlu adanya penentuan kebutuhak mmengadakan pendidikan
dan pelatihan agar anggaran yang dikeluarkan betul- bermanfaat, artinya
pendidikan dan pelatihan diselenggarakan sesuagamelkebutuhan pegawai.
Penentuan kebutuhan mengungkapkan gambaran kekar&ognpetensi dalam
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan apgomean. Sehingga

pendidikan dan pelatihan dapat bermanfaat untukumjang pekerjaan pegawai.
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Menurut Siagian (2003:185) “Analisis kebutuhan iharus mampu
mendiagnosa paling sedikit dua hal, yaitu masalakatah yang dihadapi
sekarang dan sebagai tantangan baru yang dipekirakan timbul di masa
depan”’. Berdasarkan pendapat tersebut Badan Kepégawaerah Kabupaten
Malang telah melakukan analisa kebutuhan diklatgyberkoordinasi dengan
Bagian organisasi untuk melaksanakan analisis kébat pendidikan dan
pelatihan di Kabupaten Malang. Analisis tersebummperhatikan informasi dan
atau usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Satian Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Hasil analisis kebutuhan pendidian pelatihan menjadi dasar
pertimbangan penyelenggaraan pendidikan dan patatdleh BKD melalui badan
Diklat.

Disadari bahwa kenyatannya dalam rangka untuk reatekan tugas-
tugas kedinasan baik tugas-tugas yang sekarangirdak menghadapi tuntutan
tugas-tugas baru di masa yang akan datang sanghfiaHukan pegawai yang
benar-benar berkualitas, baik dari segi pengetahketerampilan, kecakapan
maupun sikapnya dalam menghadapi tugas pekerjaarg ydibebankan
kepadanya. Melalui pelaksanaan pendidikan dan ipafatdiharapkan akan
memperoleh pegawai yang siap dan mampu menghad#ptdn tugas sekarang
maupun yang akan datang.

Dengan adanya penentuan kebutuhan pegawai danisagiami akan
menunjang keberhasilan organisasi dalam meningkalalitas penyelenggaraan
diklat. Sehingga kebutuhan diklat harus selaluajpemkan, direncanakan secara

matang dengan mempertimbangkan kebutuhan orggnksdsituhan jabatan dan
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kemampuan masing-masing pegawai serta kebutuhas ¢eklat, biaya, dan
pegawai yang mengikutinya. Selain itu, dengan diadaya analisis kebutuhan
diklat maka bidang diklat mengetahui kebutuhan pegadan organisasi agar
dapat meningkatkan kompetensi untuk menunjang [@kerya dan untuk
meningkatkan knerja pegawai.

b. Sasaran Pelatihan

Melihat kembali pada bab sebelumnya menurut Undamdang Pokok
Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 sasaran yang imigapai dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini adalsedianya pegawai negeri
sipil yang memiliki kualitas tertentu untuk saladtis persyaratan untuk diangkat
dalam jabatan tertentu.

Jika melihat sasaran yang telah disajikan Nitiserf#000:54) maka dapat
tergambar jelas bahwa tujuan pendidikan dan pelatisangat sesuai dengan
tujuan pembinaan pegawai negeri sipil yaitu mendmbaengetahuan,
keterampilan dan merubah sikap pegawai negerilsipdrah yang lebih baik agar
dapat menjamin penyelenggaraan tugas-tugas peat@mtdan pembangunan
yang dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sadiéiah adalah terwujudnya
PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan pekerjaannya.
Penetapan sasaran ini penting untuk mendapatkail Wwasg baik pada
pelaksanaan diklat. Berdasarkan hasil wawancaetadijan bahwa sasaran diklat
adalah untuk meningkatkan kompetensi bagi pegaelaks peserta diklat dan

bagi organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja.
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c. Evaluasi program pelatihan

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidkanpeatihan sangat
penting dilaksanakan. Sebab pada dasarnya implasigmbgram pendidikan dan
pelatihan berfungsi sebagai proses transformasa Pegawai yang tidak terlatih
diubah menjadi pegawai yang mempunyai kemampuabidingnya. Untuk
menilai program-program tersebut, bagian kepegawdiarus mengevaluasi
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukaakap mencapai hasil yang
diinginkan atau tidakSejalan dengarSiswanto (2003:220) bahwa “kegiatan
evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terpisaldieankegiatan pendidikan dan
pelatihan, terutama dalam kegiatan belajar mengBgrhasil tidaknya program
kegiatan pendidikan dan pelatihan akan banyak bargg pada kegiatan evaluasi
yang dilakukan”.

Evaluasi yang dilakukan dengan cara memberikan weava kepada
alumni pendidikan dan pelatihan tentang pelaksameamlidikan dan pelatihan
yang telah diikuti oleh pegawai negeri sipil. Haslaluasi tersebut digunakan
Badan Kepegawaian Daerah khususnya Badan Diklakughan masukan agar
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan selanjutnyat daenjadi lebih baik.

2. Evaluasi Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai

Evaluasi pendidikan dan pelatihan dikatakan belrtegsbila dalam diri
peserta diklat terjadi tranformasi pengalaman belgada bidang pekerjaan.
Sondang P Siagian (1992:2002) menegaskan prosesfamaasi dinyatakan

berlangsung dengan baik apabila terjadi palingkstedua hal yaitu peningkatan
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kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahtakpegang tercermin
pada sikap, disiplin kerja dan etos kerja. Adajuga cara mengukur efekitif
tidaknya suatu pendidikan dan pelatihan, yaitu dangelihat:
a. Reactions

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta diklat benagtmgukur kepuasan
peserta. Program diklat dianggap efektif apabildaksanaan diklat dirasa
menyenangkan dan memuaskan bagi peserta diklaiggghpeserta termotivasi
untuk belajar. Dengan kata lain peserta diklat akarmotivasi apabila
pelaksanaan diklat berjalan dengan baik dan laymag pada akhirnya peserta
diklat akan memunculkan reaksi positif begitu jsgdaliknya apabila peserta
diklat tidak merasa puas terhadap pelaksanaan tdikisebut maka akan
menimbulkan reaksi negatif. Alumni peserta diklaidgp Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang hampir keseluruhan mengkasaep pelaksanaan
diklat dengan baik.

b. Learning

Peserta diklat dikatakan telah belajar apabila piidiaya telah mengalami
perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupungbetam keterampilan. Oleh
karena itu untuk mengukur efektivitas program dikieka ketiga aspek tersebut
perlu diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peatagkpengetahuan maupun
perbaikan keterampilan pada peserta diklat makgrano diklat dapat dikatakan
gagal. Penilaian ini lebih difokuskan pada perubasikap yang terjadi pada saat
kegiatan diklat sedang dilaksanakan sehingga |&eitsifat internal. Alumni

peserta diklat pada Badan Kepegawaian Daerah K&mupdalang semuanya
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mengalami perubahan sikap dan perilaku serta platiag kemampuan dari segi
pengetahuan dan keterampilan, ini dikarenakan prbeijar dalam pelaksanaan
diklat tersebut sudah cukup baik dan efektif sefgngalumni mengalami
perubahan menjadi lebih baik daripada sebelum rketigliklat.
c. Behaviors

Evaluasi tingkah laku ini lebih difokuskan padauyiehan tingkah laku
setelah peserta diklat kembali ke tempat kerja.kApgerubahan sikap yang telah
terjadi setelah mengikutu diklat juga akan diimptenasikan setelah peserta
kembali ke tempat kerja, sehingga penilaian tingkalku ini lebih bersifat
eksternal. Dengan kata lain, evaluasi tingkah lakmmelihat perubahan perilaku
peserta diklat setelah kembali ke tempat kerja.gaanpelaksanaan pendidikan
dan pelatihan, banyak pegawai yang sudah mengatemibahan, baik itu
perubahan dalam perilaku ataupun perubahan jug® siktempat kerjanya. Hal
ini terjadi karena setelah mengikuti pendidikan geelatihan tersebut, terjadi
peningkatan kompetensi baik dari segi pengetatketarampilan serta sikap dan
perilaku peserta diklat secara umum telah mengihlbaik, selain itu kesadaran
dalam diri PNS untuk menyelesaikan pekerjaannyh @bih baik dan kinerjanya
meningkat dari sebelum mengikuti diklat.

d. Organizational Result

Ada beberapa penjelasan alternatif atau hasil lk@xena kesulitan dalam
mengidentifikasi hasil baru ini, banyak anggota amigasi membenarkan
pelatihan dengan menganggap bahwa pelatihan dagepdangan mempunyai

dampak terhadap efektivitas organisasional. Evalssy lebih difokuskan pada
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hasil akhir yang terjadi setelah peserta telah nketigdiklat. Alumni peserta
diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupatenigatengalami perubahan
ke arah yang lebih baik. Setelah mengikuti dikéddtimni peserta diklat merasa
lebih baik dibanding sebelum mengikuti diklat. Carereka menyelesaikan
pekerjaan di kantor jauh lebih baik dibanding degbelum mereka mengikuti
diklat. Tingkat kedisiplinan dan rasa tanggung jawalam penyelesaian tugas di
kantor juga meningkat.
e. Cost Effectivity
Dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yahgba@ikan bagi
program pelatihan, dan apakah besarnya biaya ydlaktihan tersebut terhitung
kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul garmasalahan yang dialami
oleh organisasi, apakah berbanding dengan hasiy yperoleh organisasi.
Kriteria ini diukur dengan membandingkan biaya papmg dengan biaya
permasalahan. Alumni peserta diklat pada Badan ¢fepaian Daerah Kabupaten
Malang tidak keberatan dengan biaya yang dikelumtkduk pelaksanaan diklat,
karena hasil dari pelaksanaan diklat bisa dilitzat Kinerja alumni peserta diklat
tersebut yang meningkat dari sebelum mengikutiatliBiaya yang dikeluarkan
untuk pelaksanaan diklat ini dinilai sebanding dendasil dari pelaksanaan

diklat ini.
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3. Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Pendidian dan Pelatihan
dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai

Adapun faktor-faktor pendorong yang mendasari dalpefaksanaan
pendidikan dan pelatihan pada Badan KepegawaiamaBa€abupaten Malang
adalah:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 20@@artg Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dinthkiat dilaksanakan
untuk mencapai kompetensi yang diperlukan untukaksainakan tugas
Pegawai Negeri Sipil.

2. Adanya indikator motivasi pegawai dalam mengikuéingidikan dan
pelatihan. Indikator-indikator tersebut antara laiadanya rasa
keingintahuan, kenaikan pangkat/jabatan bagi peggamag mengikuti
diklat, penghargaan/prestise atas hasil kerja yaaghuaskan, keinginan
untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan eknli&n pegawai
serta adanya rasa tanggungjawab terhadap pekesgaat memotivasi
pegawai dalam mengikuti diklat.

Selain faktor pendukung di atas, juga terdapat laambyang muncul
dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan dantihaela pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang masih réme adanya suatu
pengawasan yang terus-menerus dan berkesinambuaggnhambatan yang
terjadi itu bisa dihilangkan atau paling tidak bdi&urangi supaya tujuan dari
pembinaan pegawai negeri sipil bisa sesuai dengeapan. Banyak faktor yang

mungkin menjadi halangan untuk mewujudkan prograkfaidyang berkualitas
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dan berkelanjutan, salah satunya yaitu penyeleaggapendidikan dan pelatihan
itu tentunya membutuhkan banyak biaya, apabila @ggyang dikeluarkan oleh
pemerintah sangat terbatas maka salah satu jaEmpataksanaan diklat tetap
berlangsung adalah dengan melakukan diklat denggma lIsendiri. Tetapi hal itu

yang menyebabkan para pegawai merasa keberatarardeadanya masalah

pembiayaan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan dari seluruh hasil penelitian yang telah
dilakukan, studi tentang efektifitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan
kinerja pegawai, maka dapat dikemukakan kesimpulan dari = keseluruhan
pembahasan sebagai berikut:
1. Penentuan kebutuhan memperhatikan informasi dan/atau usulan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatinan pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menjadi dasar pertimbangan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai oleh Badan Diklat
Kabupaten Malang. Penentuan kebutuhan penelitian ini sudah berjalan
dengan baik karena sudah memperhatikan kebutuhan dari pegawai yang
ada di Badan Kepegawaian Kabupaten Malang. Kebutuhan diklat pegawai
ditampung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Kemudian
sasaran diklat yang dilaksanakan adalah terwujudnya PNS yang memiliki
kompetensi sesual dengan jabatan dan pekerjaannya. Sasaran diklat yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Pelaksanaan evaluasi program pelatihan dengan cara mengadakan evaluas
dan monitoring yaitu dengan memberikan kuesioner atau bisa juga dengan

melakukan wawancara kepada alumni diklat dengan berbagai pertanyaan

132
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tentang pelaksanaan program diklat. Walaupun Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang tidak melaksanakan diklat sendiri tetapi
pengiriman pegawa harus tetap diadakan evaluas untuk mengetahui
sasaran diklat apakah sudah tercapai dan tingkat kinerja pegawai setelah
mengikuti diklat dapat diketahui. Kinerja pegawai bisa meningkat dilihat
dari ketepatan waktu menyelesaikan tugas serta peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai setelah mengikuti diklat,
tetapi belum maksimal karena terbatasnya anggaran untuk pengiriman
pegawai untuk mengikuti diklat tersebut.

. Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam
meningkatkan kinerja pegawa dapat dismpulkan bahwa dengan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, banyak pegawal yang sudah
mengalami perubahan, balk itu perubahan dalam perilaku ataupun
perubahan juga sikap di tempat kerjanya. Hal ini terjadi karena setelah
mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut, terjadi peningkatan
kompetensi baik dari segi pengetahuan, keterampilan serta sikap dan
perilaku peserta diklat secara umum telah menjadi lebih baik, selain itu
kesadaran dalam diri PNS untuk menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih
baik dan kinerjanya meningkat dari sebelum mengikuti diklat.

. Faktor yang mendukung efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam
meningkatkan kinerja pegawai, antara lain adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan  dilaksanakan
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untuk mencapai persyaratan kompetens yang diperlukan untuk
melaksankan tugas pegawal negeri sipil dan adanya indikator motivasi
atau tujuan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, antaralain
adanya rasa keingintahuan, kenaikan pangkat/jabatan bagi pegawai yang
mengikuti diklat, penghargaan/prestise atas hasil kerja yang memuaskan,
keinginan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian
pegawai serta adanya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan. Kemudian
ditemukan juga faktor penghambat efektivitas pendidikan dan pelatihan
dalam meningkatkan kinerja pegawai, yaitu terbatasnya anggaran
pendidikan dan pelatihan, dimana dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan tentunya membutuhkan biaya yang besar, apabila anggaran
diklat yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas maka salah satu
usaha yang dapat dilakukan agar pelaksanaan diklat tetap berjalan yaitu
dengan biaya sendiri, tetapi hal itu yang menyebabkan para pegawai

merasa keberatan dengan adanya masal ah pembiayaan.

B. Saran

Setelah dikemukakan kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian dan

pembahasan, maka berikut ini penulis mengemukakan rekomendasi sebagai bahan

masukan untuk pertimbangan penyempurnaan efektivitas pendidikan dan

pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai

adalah melalui pengembangan pegawai yaitu dengan pendidikan dan
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pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dalam pelaksanaan
diklat harus dilakukan penentuan kebutuhan dan sasaran pelatihan untuk
mencapai diklat yang berkualitas. Sehingga kebutuhan diklat harus selalu
diprogramkan, direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan
kebutuhan organisasi, kebutuhan jabatan dan kemampuan masing-masing
pegawai serta kebutuhan jenis diklat, biaya, dan pegawa yang
mengikutinya.

2. Setelah melaksanakan pendidikan dan pelatihan seharusnya selalu
diadakan evaluasi atau penilaian pelaksanaan program. Evaluas dalam
kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui
tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh para peserta dalam suatu
periode pendidikan dan pelatihan serta untuk mengetahui efisiensi metode
pendidikan dan pelatihan yang digunakan.

3. Berdasarkan beberapa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti
pendidikan dan pelatihan yaitu dapat mengembangkan keahlian pegawai
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Untuk itu,
perlu adanya faktor-faktor yang dapat mendorong pegawa untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga pegawai tersebut akan
mendapatkan hasil yang lebih optimal, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan diklat dan efektivitas
diklat dalam meningkatkan kinerja pegawa Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang diperoleh beberapa konsep yang bisa dijadikan saran bagi
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pengembangan kajian ilmu administrasi publik pada umumnya. Untuk itu, dalam
pelaksanaan diklat perlu adanya kajian dan evaluasi dari hasil pelaksanaan diklat
baik evaluas materi, metode maupun peserta diklat. Jika dilihat dari kurikulum
untuk ke depannya perlu ditingkatkan pada materi atau kurikulum dengan
menyesuaikan perkembangan program baru atau perubahan perundang-undangan

dan diharapkan penyelenggaraan diklat sesuai dengan kebutuhan SKPD.
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